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Alamat : Jalan llang Cakre/ Raden Guru, Kode Pos 83552
Phone : 083824355514
Webiste : https//kec-batukliang lomboktengahkab.go.id
Email : camatbatukliang@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BATUKLIANG
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA KANTOR CAMAT BATUKLIANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH

CAMAT BATUKLIANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan yang baik berdasarkan kompetensi
yang dimiliki guna terpenuhinya hak-hak
‘masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik
secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan
ketaatan aparatur dalam meningkatkan kualitas
pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar

b. Operasional Prosedur;
bahwa untuk terlaksananya Standar Operasional
Prosedur sebagaimana tersebut pada huruf (a) perlu

ditetapkan dengan keputusan Camat Batukliang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 19358 tentang
pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam
Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I  Bali, Nusa
Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahuhn 1958 Nomor
122, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1655);
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2,

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negzra Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambzahan
Lembaran Negara republik Indonesiz Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerzh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5589);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232);
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6

"~ Tahun 2014 tetang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77,
.ﬂmacwrwb Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6914);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

8, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008
tentang Kecamatan (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 40);

9,  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tzhun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Opersional
Proscdur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara
Tahun 2012 Nomor 649);

10. Peraturan Dacrah Kabupaten Lombok Tengah
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Tahun 2016 Nomor....);

11. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 33 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 56 Tahun 2016 tentang Standar Operasional
Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 Nomor......);

12. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun
2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan
Bupati Kepada Camat (Lembaran Daerah Kabupaten
Lombok Tengah Tahun 2019 );

MEMUTUSKAN

Standar Pelayanan pada Kantor Camat Batukliang
Kabupaten Lombok Tengah;

Standar Pelayanan pada Kantor Camat Batukliang
Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dimaksud
dalam diktum kesatu tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
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KETIGA

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat dari diterbitkannys Surat
Keputusan ini dibebankan kepads znggaran Kantor
Camat Batukliang

Keputusan ini mulai berlaku seink tzngpal ditetzphsn,
dengan ketentuzn jika dikemudizn hzri  terdzpzt
kekeliruan, maka akan dilzkukzn perbaiken sehzgzimena

mestinya

Ditetapkan di : Mantang
Pada Tanggal : 22 Oktober 2024

S.Si.,MM.
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Lampiran vaﬂgmwb Camat Batukliang Kabupaten Lombok Tengah

Nomor : 24 Tahun 2024
Tanggal ¢ 22 Oktober 2024
Tentang : Penetapan Standar Pelayanan pada Kantor Camat

Batukliang Kabupaten Lombok Tengah

INVENTARIS PRODUK PELAYANAN
KANTOR CAMAT BATUKLIANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH

No. Uraian Keterangan
1 [ Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
2 | Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
3 | Legalisasi Surat Keterangan Hak Atas Tanah dan Bangunan
4 | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhetian Perangkat Desa
5 | Rekomendasi Keramaian
6 | Penerbitan Surat Izin UMKM
7 Penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan baru menikah
(memiliki Buku Nikah)
3 Penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan baru menikah (tidak
memiliki Buku Nikah)
9 Penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan baru menikah
(pasangan dari luar daerah)
10 Penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan baru menikah
(pasangan WNI dan WNA)
11 | Menambahkan anak di dalam Kartu Keluarga
12 Hummm”dmwb yang bercerai ingin membuat Kartu Keluarga masing-
masing
13 Penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan suami/ istri
meninggal dunia
14 | Penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan yang baru pindah
15 | Perubahan Elemen Data pada Kartu Keluarga
16 | Kartu Keluarga Hilang/ Rusak
17 | Penerbitan KTP-el bagi yang telah berusia 17 tahun
18 | Penerbitan KTP-el bagi yang belum berusia 17 tahun, tetapi
sudah menikah
19 | Perekaman KTP-el bagi yang belum berusia 17 tahun
Penerbitan KTP-el bagi yang telah memiliki KTP-el karena ada
20
perubahan elemen data
01 Penerbitan KTP-el bagi yang telah memiliki KTP-el karena
berbeda NIK dengan KK
22 | Penerbitan KTP-el karena rusak
23 | Penerbitan KTP-el karena hilang
24 | Penerbitan KTP-el bagi WNA
25 | Legalisasi Surat Pengantar Pindah antar Kabupaten/ Provinsi
26 | Penerbitan Akta Kelahiran (orang tua memiliki Buku Nikah)
o7 Penerbitan Akta Kelahiran (orang tua tidak memiliki Buku

Nikah)
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Penerbitan Akta Kelahiran (orang tuz tidak pernah menikah)

29

Surat Pengantar Penyaluran DD tzhap 1

30

Surat Pengantar Penyzluran DD tahap 2

31

Surat Pengantar Penyaluran DD tahap 3

32

Surat Pengantar Penyaluran ADD tzhap 1

33

Surat Pengantar Penyaluran ADD tzhap 2

34

Surat Pengantar Penyaluran ADD tzhap 3

35

Surat Pengantar Penyaluran ADD tzhap 4

36

Pengecekan dokumen persyaratan evaluasi RAPBDes iE.E\
Perubahan

37

Evaluasi RAPBDes Murni/ Perubzhan

38

Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes

39

Monev Terpadu Pelaksanaan APBDes

40

Musrenbang Kecamatan

41

Mudes/ Musrenbangdes
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1. STANDAR PELAYANAN

LEGALISASI SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)

Komponen

Uraian | Ket.
1

Dasar Hukum

1.

o

Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang ﬂﬁn_&udruu‘
Dacrah-Daerah Tingkat IT dalam Wilayah Daerah-Dacrah Tingkat _
Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur: ,
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintzhan
Daerah scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah _
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tenwmng |
Pemerintahan Daerah; ;,
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan |
Sosial Nasional; |
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 temtang raua&naub _
Sosial;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tzhua 2011 tentang |
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; ,
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima |
Bantuan Jaminan Kesehatan; |
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 143 HUK |

Persyaratan Pelayanan

Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa: |
Foto Copy KK;
Foto Copy KTP.

Sistem, Mekanisme dan
Prosedur

LR =L N~
Dl Dt b )

4.

3,

Pemohon datang membawa berkas pengajuan;

Petugas meneliti kelengkapan berkas;

Setelah kelengkapan berkas benar petugas mengajukan kepada
Sekcam/Camat untuk ditandatangani;

Petugas melakukan registrasi pada buku register SKTM:
Pengambilan SKTM oleh Pemohon.

Jangka Waktu
Penyelesaian

5-10 menit (bila Pimpinan ada di tempat), apebila Pimpinanm dinas luar,
maka berkas dapat ditinggal, dan apabila telah ditandatangani akan
dihubungi oleh petugas via telepon (dengan catatan “Pemohon
meninggalkan nomor telepon).

Biaya/Tarif

Tidak ada.

Produk Layanan

Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Sarana Prasarana atau
Fasilitas

Komputer/Laptop, Printer, ATK, Stempel dan Buku Register.

Kompetensi Pelaksana

1.
2.

»

Menguasai administrasi dan prosedur legislasi SKTM.

Menguasai Undang-Undang tentang Kes¢jahteraan Scosial dan Tata
Naskah.

Mampu mengoperasikan Komputer dan mencari  alternatif
pemecahan masalah.

Pengawasan Internal

Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat;
Sekcam;
Camat.

10

Pepanganan Pengaduan,
sasaran dan Masukan

3.

N[22

Kotak pengaduan

Website Kecamatan
batukliang lomboktengahkab.go.id)
Telepon dan SMS Pengaduan : 083824355514

Batukliang (kec-

11

Jumlah Pelaksana

5 Orang

Jaminan Pelayanan

Sesuai Standar Pelayanan

13

Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

Sesuai Maklumat Pelayanan

14

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Setiap Tahun

4
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2. STANDAR PELAYANAN
LEGALISASI SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

Komponen

Uraian

Ket.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Dacrah-Dacrah Tingkat I
Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur;

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan;

3. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008
tentang Kecamatan ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang
Standar Operasional Prosedur di  Lingkungan Provinsi
Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerahy;

7. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

Persyaratan Pelayanan

Surat Pengantar dari Dusun.

Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa,

Foto copy KTP,KK,Foto Copy Akte Kelahiran Anak, Foto Copy
Surat Nikah, Surat Keterangan Kematian.

Surat Pernyataan Ahli Waris Bermaterai.

123 o

Sistem, Mekanisme dan
Prosedur

Pemohon datang membawa berkas pengajuan;

Petugas meneliti kelengkapan berkas;

Setelah kelengkapan berkas benar petugas mengajukan kepada
Sekcam/Camat untuk ditandatangani;

Petugas melakukan registrasi pada buku register Surat Keterangan
Ahli Waris ;

5. Pengambilan Surat Keterangan Ahli Waris oleh Pemohon.

bl i

>

Jangka Waktu
Penyelesaian

5-10 menit (bila Pimpinan ada di tempat), apabila Pimpinanm dinas luar,
maka berkas dapat ditinggal, dan apabila telah ditandatangani akan
dihubungi oleh petugas via telepon (dengan catatan Pemohon
meninggalkan nomor telepon).

Biaya/Tarif

Tidak ada.

Produk Layanan

Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris

Sarana Prasarana atau
Fasilitas

Komputer/Laptop, Printer, ATK, Stempel dan Buku Register.

Kompetensi Pelaksana

1. Menguasai administrasi dan prosedur legislasi Surat Keterangan
Ahli Waris;

2. Menguasai Undang-Undang tentang pemerintahan dan Tata Naskah.

3. Mampu mengoperasikan Komputer dan mencari alternative
pemecahan masalah.

Pengawasan Internal

Kepala Seksi Pemerintahan;
Sekcam
Camat.

10

Penanganan Pengaduan,
sasaran dan Masukan

Kotak pengaduan
Website
vaEmmum._oawoianmmwwwv.mo.m&

3. Telepon dan SMS Pengaduan : 083824355514

Kecamatan Batukliang (kec-

LB bl

5 Orang

11

Jumlah Pelaksana

Sesuai Standar Pelayanan

12
13

Jaminan Pelayanan
Jaminan Keamanan dan

Sesuai Maklumat Pelayanan

14

Keselamatan Pelayanan
Evaluasi Kinerja

Setiap Tahun

Pelaksana

i
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2, STANDAR PELAYANAN
LEGALISASI SURAT KIETERANGAN AHILI WARIS

Mo,

Komponen

Uralan

Dasar Hukum

Lo Undang Undang, Nomor 64 tabn 195%  tentany, peamient dcan
Daerah-Dasrah ‘Hinghat 1 dalam Wilayah Daceabi-lbaceah Vinge |
Bali, Musa Venpgara Varat, Nusa Tenggara | imr;

2. Undang:Undang Nomeor 23 tabun Sabum 20006 estany Adminisesi |

Kependudukom;

3. Peraturan Pemerintaban Republik Indonesia Nomor 19 §atn 200% |

tentang, Kecamatan

A, Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomar 52 Vahun 2011 S entzog
Standar — Operasional — Prowdur i Lingkungzn  Provinsi
Kabupaten/¥ota;

5  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatue Negara dan Reformzang |

Birokrasi Nomor 36 Tabun 2002 tentany Pedoman Penyvusianan
Standar Operasional Prosedurs (SOP) Administrasi Panstistahan;

0. Peraturan Dacrah Kabupaten Lombok Tengah Nomer 6 Tabun |

2016 tentang Pembentukan dan Sussnan Peranykat Dascrah;

7. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tertzng |

Pendelegasian Schagian Kewenangan Bupati Kepada Camat,

Persyaratan Pelayanan

Sistemn, Mckanismme dan
Prosedur

A, Surat Pemyataan Ahli Waris Bermaterai.

1. Surat Pengantar dari Dusun,
2. Burat Keterangan Ahli Waris dari Desa,
3

Foto copy KTPKK Vot Copy Akte Kelahiran Anak, Foto Copy |

Surat Nikah, Surat Keterangan Kematian,

1. Pemohon datang membawa berkas penyajuan;

2. Petugas meneliti kelengkapan berkas;

3. Setelah kelengkapan berkas benar paugas mengajukan kepada
Sekeamn/Camat untuk ditandatangani;

4, Petugas melakukan registrasi pada buku register Surad Keterangan
Ahli Waris ;

3, _Pengambilan Surat Keterangan Ahli Waris oleh Pemohon.

Jangka Waktu

Penyclesaian

5-10 menit (bila Pimpinan ada di tempat), apabila Pimpinznm dinzs Juar,
maka berkas dapat ditinggal, dan apabila telah ditandatangani zkan
dihubungi olch petugas via telepon (dengan catztn  Pemohon
meninggalkan nomor telepon),

S

Biaya/Tari]

Tidak ada,

Produk Jayanan

1 egalisasi Surat Keterangan Ahli Waris

Sarana  Prasarana  atau
Fasilitas

Komputer/Laptop, Printer, ATK, Stempel dan Buku Regjster.

Kompetensi Pelaksana

. Menguasai administrasi dan prosedur legislasi Surat Keterangan
Ahli Waris;

Menguasai Undang-Undang tentang pemerintahan dan Tata Naskzh.
Mampu  mengoperasikan Komputer dan mencari  altemative
pemecahan masalah,

ol 3

9

Pengawasan Internal

Kepala Scksi Pemerintahan;
Sekeam
Camat.

10

Penanganan Pengaduan,
sasaran dan Masukan

Kotak pengaduan

Website Kecamatan
batukliang. Jomboktengahkab.go.id)
3. Telepon dan SMS Pengaduan : 083824355514

NN -

Batukliang (kee-

11

Jumlah Pelaksana

5 Orang

12

Jaminan Pelayanan

Sesuai Standar Pelayanan

13

Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

Sesuai Maklumat Pelayanan

14

Evaluasi Kinerja

Pelaksana

Setiap Tahun

Dipindai dengan CamScanner
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3. STANDAR PELAYANAN

LEGALISASI SURAT KETERANGAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

No. Komponen Uraian Ret
1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang pcmbv‘:ntukzm
Daerah-Daerah Tingkat Il dalam Wilayah Daerah-Dacrah Tingkat I
Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur; o )
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan
3. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008
tentang Kecamatan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang
1 Dasar Hukum Standar  Operasional Prosedur di Lingkungan Provinsi
Kabupaten/Kota
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
7. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
Surat Pengantar dari Dusun, Surat Keterangan Ahli Waris dari Kantor
2 Persyaratan Pelayanan Desa, Foto copy KTP-el, KK,Foto Copy Akte Kelahiran Anak, Foto
Copy Surat Nikah, Surat Keterangan Kematian,Surat Pernyataan Ahli
Waris Bermaterai, Akte Kematian
1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan;
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas;
3. Setelah kelengkapan berkas benar petugas mengajukan kepada
3 Sistem, Mekanisme dan Sekecam/Camat untuk ditandatangani;
Prosedur 4. Petugas melakukan registrasi pada buku register Surat Keterangan
Hak Atas tanah dan Bangunan ;
5. Pengambilan Surat Keterangan Hak Atas tanah dan Bangunan oleh
Pemohon.
5-10 menit (bila Pimpinan ada di tempat), apabila Pimpinanm dinas luar,
4 Jangka ) Waktu maka berkas dapat ditinggal, dan apabila telah ditandatangani akan
) Penyelesaian dihubungi oleh petugas via telepon (dengan catatan Pemohon
meninggalkan nomor telepon).
5 Biaya/Tarif Tidak ada.
6 Produk Layanan Legalisasi Surat Keterangan Hak Atas Tanah dan Bangunan
7 Sarana Prasarana atau Raiti ! 2
Fasilitas puter/Laptop, Printer, ATK, Stempel dan Buku Register.
1. Menguasai administrasi dan prosedur legislasi Surat Keterangan
) Hak Atas tanah dan Bangunan;
8 Kompetensi Pelaksana 2, Menguasai Undang-Und ang tentang pemerintahan dan Tata Naskah.
3. Mampu mengoperasikan Komputer dan mencari alternative
pemecahan masalah.
1. Kepala Seksi Pemerintahan;
9 Pengawasan Internal 2. Sekcam
3. Camat.
1. Kotak pengaduan
10 | Penanganan Pengaduan, | 2. Website Kecamatan Batukliang (kec-
sasaran dan Masukan ; ;aTMimg.Iomboktengahkab.go.id)
. Telepond :
M T Pl s g pon dan SMS Pengaduan : 083824355514
12| Jaminan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan
13 Jaminan Keamanan dan S :
Keselamatan Pelayanan esuai Maklumat Pelayanan
Evaluasi inerj
¥ | pelaksana "5 | Setiap Tahun _J

N
AL '\
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4. STANDAR PELAYANAN
REKOMENDASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT

DESA

No.

Komponen

Uraian

Dasar Hukum

1.  Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan Dacrah-Dacerah Tingkat
I dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa
Tenggara Timur; .

2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dua kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa

3. Undang- undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagiaman telah
dua kali diubah terakhir dengan undang -undang pomor 9 tahua 2015 tentang
perubahan kedua atas undang- undang nomor 23 tahun 2014 tentang Daerah.

4. Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang —
undamg nomor 8 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2012 nomor 21 sebagaimana telah dua kali diubah berakhir dengan perubahan
kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa scbagaimana telah diuabah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian
Perangkat Desa.

6. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 103 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pengangkatan, Pemberhentian dan Disiplin Perangkat Desa di Kabupaten Lombom
Tengah

7. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendclegasian
Sebagian Kewenangan Bupati Kepala Camat

Persyaratan Pelayanan

L. Surat Kepala Desa tentang Permohonan Rekomendasi Pengangkatan atau
Pemberhentian Perangkat Desa

2. Berita Acara Penetapan Hasil Seleksi

3. Berkas persyaratan calon (Fotocopy KTP,Fotocopy [jazzh terakhir.Fotocopy akte
kelahiran,Syrat Keterangan Sehat,Surat Keterangan Bebas Narkoba, SKCK,Surat
Pernyataan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Surat pernyataan memegang
teguh dan mengamalkan pancasila,UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Tkadan Surat
Permohonan menjadi Perangkat Desa serta Surat Permohonan Pengunduran dari
Perangkat Desa)

Sistem,  Mekanisme

Pemohon datang membawa berkas pengajuan;

Petugas meneliti kelengkapan berkas;

Setelah kelengkapan berkas benar petugas mengajukan kepada Sekcam/Camat untuk
ditandatangani;

SR

dan Prosedur 4. Petugas melakukan registrasi pada buku register Rekomendasi Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa;
5. Pengambilan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa oleh
Pemohon.
30 menit (bila Pimpinan ada di tempat) apabila Pimpinanm dinas luar, maka berkas
Jangka Waktu | 30 . tempat), apab » czkns dapet
4 Pcn%rl; lesaiin ditinggal, dan apabila telah ditandatangani akan dihubungi oleh petugas via telepon
(dengan catatan Pemohon meninggalkan nomor telepon).
5 Biaya/Tarif Tidak ada.
6 Produk Layanan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
Sarana P atau )
Fasilitas e Komputer/Laptop, Printer, ATK, Stempel dan Buku Register.
1. Menguasai _administrasi dan prosedur pemberian Rekomendasi Pengangkatan dan
3 Kompetensi Pelaksana 4 Pemberher_man Perangkat Desa; ;
. Menguasai Undang-Undang tentang pemerintahan dan Tata Naskah.
3. Mampu mengoperasikan Komputer dan mencari alternative pemecahan masalah.
1. Kepala Seksi Pemerintahan;
9 Pengawasan Internal 2.  Sekcam
3. Camat,
Penanganan 1. Kotak pengaduan
10 &mgaﬁ;}m sasaran dan | 2. Website Kecamatan Batukliang (kec—barukliang.lomboktengahkab.go.id)
asu 3. Telepon dan SMS Pengaduan ; 083824355514
11 Jumlah Pelaksana Orang
12 Jaminan Pelayanan - Sesuai Standar Pelayanan
13 Jaminan Keamanan dan Sesuai Mak
Keselamatan Pelayanan | S¢SUal Maklumat Pelayanan
Evaluasi inerj
14 Polnfagne Kinstjs Setiap Tahun

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

5. STANDAR PELAYANAN
REKOMENDASI 1ZIN KERAMAIAN

N Romponen Uraian Ket.

1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-
Dacrah Tinekat I dalam Wilavah Dacrah-Dacrah Tinekat 1 Bali, Nusa
Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur;

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

indonesia.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Talum 2005 tentang Kecamatan,

4. Poraturan Pamarintsh Namaor 80 tahun 2017 tentang Tata Perizinan Kegiatan
Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya dan Pemberitahuan

1 Dasar Hukum Kegiatan Politik. i

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Provinsi, Kabupaten/Kota.

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparstur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomeor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

7. Peraturan Daersh Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

[

8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepala Camat
ettt 1. Foto copy KTP dax} Ll\
2 Pelevasian 2. Surat Rekomendasi dari Desa.
7 3. Surat Pernyataan Kesanggupan Memelihara Ketertiban.
1. Pemonon aamng memoawa DErkas pengajuan;
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas;
X T T 3. gc(eluh ‘ kelengkﬂp{xn_ berkas l.).cn:u' petugas  mengajukan  kepada
3 dia Binsdns ckcam/Camat untuk dllﬁ!}d&l&l}gﬁﬂh ) o
4. Petugas melakukan registrasi pada buku register Rekomendasi Izin
Keramaian;
5. Pengambilan Rekomendasi Izin Keramaian oleh Pemohon.
rakta SO manie :\b_t: Pimyninan ads di r:__:.\,o\ nn\1|\v|1 Plandaanm dinas o ar, mata
4 JPZ‘;QSMM b berkus daput ditinggal, dun apabila telah ditandatangani skan dlhubungl oleh
PRE petugas via telepon (dengan catatan Pemohon meninggalkan nomor telepon).
5 Biaya/Tarif Tidak ada.
6 Produk Layanan Rekomendasi Izin Keramaian
:::x[l:aasmmf:mmna Komputer/Laptop, Printer, ATK, Stempel dan Buku Register.
L Mengnasai sdminisimst dun prosedor Rekomendasi Tzn Keramaian:
! 8 Kompetensi 2. Menguasai Undang-Undang tentang pemerintahan dan Tata Naskah,
Pelaksana 3. Mampu mengoperasikan Komputer dan mencari alternative pemecahan
masalah.
1. Kepala Seksi Trantib;
9 Pengawasan Intemal | 2. Sekcam
3. Camat.
Penanganan 1. Kotak pengaduan
10 Pengaduan, sasaran | 2. Website Kecamatan Batukliang (kee-batukliang.lomboktengahkab.go.id)
dan Masukan 3. Telepon dan SMS Pengaduan : 083824355514

Jumlah Pelaksana 5 Orang

12 Jaminan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan
Jaminan Keamanan
13 dan Keselamatan | Sesuai Maklumat Pelayanan
Pelavanan

Lvaluast Kinena
Pelaksana

Setiap Tahun : [ l

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

6. STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN SURAT IZIN UMKM

No. Komponen Uraian Kzt
1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang pembemtukan Deerah- !
Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali Nusa i
Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur; i
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintzhzn Daerzh i
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tzimm 2015 i
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tabm 2014 ¢
tentang Pemerintahan Daerah. i
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2006 tentang Kecamatan. ‘
4. Peraturan Menteri Dalam Negerei Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah. ‘
1 Dasar Hukum 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Talun 2011 temizng Standar |
Operasional Prosedur di Lingkungan Provinsi, Kabupaten'Keta. i
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negzara dan Reformasi Birokresi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasionzl
Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. !
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tent=s |
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dazrah. ;
8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 22 Tahum 2015 tentang |
Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat @ |
Kabupaten Lombok Tengah. }
9. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahm 2019 tentang |
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat. !
1. Surat Permohonan Penerbitan Surat Izin UMKM.
2 Persyaratan 2. Surat Keterangan Usaha dari Desa.
Pelayanan 3. Pas Foto 4x6 cm 4 (empat) lembar.
4. Foto copy KTP-el dan KK }
1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan;
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas;
; " 3. Setelah kelen an berkas benar tugas mengajukan kepads
3 Sistem, l(\idel\amsme Sekcam/Camat {xgxliahl:k ditandatangani; b ’
dan Prosedur 4. Survey lokasi usaha;
5. Petugas melakukan registrasi pada buku register Surat Izin UMKM:;
6. Peugambllan Surat Izin UMKM oleh Pemohon.
Jatigks Waktu | > 10 menit (bila Pimpinan ada di tempat). apabila Pimpinanm dinas fuar, maka
4 Penyelesaian berkas dapat ditinggal, dan apabila telah ditandatangani akan dihubungi olch
petugas via telepon (dengan catatan Pemohon meninggalkan nomor telepon).
5 Biaya/Tarif Tidak ada.
6 Produk Layanan Penerbitan Surat Izin UMKM
7 :&?’;aasm tal:rasarana Komputer/Laptop, Printer, ATK, Stempel dan Buku Register.
1. Menguasai administrasi dan prosedur Surat Izin UMKM;
8 Kompetensi 2. Menguasai Undang-Undang tentang pemerintahan dan Tata Nasksh.
Pelaksana 3. Mampu mengoperasikan Komputer dan mencari altemative pemecshan
masalah.
1. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
9 Pengawasan Internal | 2. Sekcam
3. Camat.
Penanganan 1. Kotak pengaduan
10 Pengaduan, sasaran | 2. Website Kecamatan Batukliang (kec-batukliang lomboktengshkab.go.id)
dan Masukan 3. Telepon dan SMS Pengaduan : 083824355514
11 Jumlah Pelaksana 5 Orang
12 Jaminan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan
Jaminan Keamanan
13 dan  Keselamatan | Sesuai Maklumat Pelayanan
Pelayanan
14 ll;::;lll::::m Kinegja Setiap Tahun

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

7. STANDAR PELAYANAN
KARTU KELUARGA BAGI PASANGAN BARU MENIKAH (MEMILIKI BUKU

NIKAH)
No. Komponen Uraian
1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan Dacrah-Daerah Tingkat
Il dalam Wilayah Dacrah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa
Tenggara Timur;
2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2006 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara
1 Dasar Hukum Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 20183 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku
yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Provinsi, Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
35 Tabun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan.
11. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur
Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Lombok Tengah;
12. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegasian
Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.
1. Mengisi Formulir KK (F.1-01) yang ditandatangani oleh Kepala Keluarga dan
diketahui oleh Kepala Dusun dan Kepala Desa;
2 Persyaratan Pelayanan | , g, Kelurag (Klp() asti; P &
3. Buku Nikah/ Kutipan Akta Perkawinan
1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan;
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas;
3 Sistem,  Mekanisme | 3. Setelah kelengkapan berkas benar petugas mengajukan kepada Sekcam/Camat untuk
dan Prosedur ditandatangani;
4. Petugas melakukan registrasi pada buku register Kartu Keluarga;
5. _Pengambilan Kartu Keluarga oleh Pemohon.
Jangka Wakiu 5.10 menit (bila Pimpinan ada di tempat), apabila Pimpinanm dinas luar, maka berkas
4 Penyelesai dapat ditinggal, dan apabila telah ditandatangani akan dihubungi oleh petugas via telepon
yelesaian f
(dengan catatan Pemohon meninggalkan nomor telepon).
5 Biaya/Tarif Tidak ada.
6 Produk Layanan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Baru Menikah
7 g:;?ﬁ;spma L Komputer/Laptop, Printer, ATK, Stempel dan Buku Register.
1. Menguasai administrasi dan prosedur penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan
: yang memiliki Buku Nikah;
i Komgetensl Retaksanx 2. Menguasai Undang-Undang tentang pemerintahan dan Tata Naskah.
3. _Mampu mengoperasikan Komputer dan mencari alternative pemecahan masalah.
1. Kepala Seksi Pelayanan Umun;
9 Pengawasan Internal 2.  Sekcam
3. Camat.
Penanganan 1. Kotak pengaduan
10 Pengaduan, sasaran dan | 2. Website Kecamatan Batukliang (kec-batukliang.lomboktengahkab.go.id)
Masukan 3. Telepon dan SMS Pengaduan : 083824355514
11 Jumlah Pelaksana 5 Orang
12 Jaminan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan
Jaminan Keamanan dan i
13 Keselamatan Pelayanan Sesuai Maklumat Pelayanan
14 Evaluasi Rineja Setiap Tahun

Pelaksana

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

8. STANDAR PELAYANAN
KARTU KELUARGA BAGI PASANGAN BARU MENIKAH (TIDAK MEMILIKI

BUKU NIKAH)
No. Komponen Uraian Ket
1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Dacrah Tingkat II dalam
Wilayah Dacrah-Dacrah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Dacrah scbagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan scbagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 ftentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor23
Tahun 2006 tcntang Administrasi Kependudukan sebagai telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2006 tentang Kecamatan;,
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendafiaran
1 Dasar Hukum Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan
Presiden Nomor 96 Tabun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaflaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Provinsi, Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Peny Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi
Pemerintahan.
11. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 56 Tahun 2016 g Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi
Kependudukan pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah;
12. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Scbagian
Kewenangan Bupati Kepada Camat.
1. Mengisi Formulir KK (F.1-01) yang ditandatangani oleh Kepala Keluarga dan diketahui oleh
Kepala Dusun dan Kepala Desa;
& Persyaratan Pelayanan 2. Foto copy Kartu Kelurag (KK) masing-masing;
3. SPTIM Perkawinan
1. Pemohon datang b berkas p
2. Petugas mencliti kelengkapan berkas;
3 Sistem, Mekanisme dan | 3. Setclah kelengkapan berkas bemar petigas mengajukan kepada Sekcam/Camat untuk
Prosedur ditandatangani;
4. Petugas melakukan registrasi pada buku register Kartu Keluarga;
5: i bilan Kartu Keluarga oleh Pemok
5-10 menit (bilz Pimpinan ada di tempat), apabila Pimpinanm dinas luar, maka berkas ditin;
4 -l‘fe';gk" . Waktu | an apabila elah ditandatangani akan dihubungi olehppetugas via telepon (dengan ad;tl:: Pemfgi
yelesaian :
meninggalkan nomor telepon).
5 Biaya/Tarif Tidak ada.
6 Produk Layanan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Baru Menikah.
i:;;?ms Prasarena atan Komputer/Laptop, Printer, ATK, Stempel dan Buku Register.
1. Menguasai administrasi dan prosedur penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan yang belum
8 Kompetensi Pelaksana memiliki Buku Nikal;
2. Menguasai Undang-Undang tentang pemerintahan dan Tata Naskah.
3.  Mamp goperasikan K dan mencari alternative pemecahan masalah.
1. Kepala Seksi Pelayanan Umum;
9 Pengawasan Internal 2. Sckcam
3. Camat.
1. Kotak pengaduan
10 | Ponanganan = Pengaduan, | 3 wepite Kecamatan Batukliang (kec-banukliang Jombokiengahkab.go.id)
3. Telepon dan SMS Pengaduan : 083824355514
11 Jumlah Pelaksana § Orang
12 Jaminan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan
13 .‘l(nnu?an Ke;n!xnan dan Sesuai Maklumat Pelayanan
M Kinerja | getiap Tabun

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

9. STANDAR PELAYANAN
KARTU KELUARGA BAGI PASANGAN BARU MENIKAH (PASANGAN DARI

LUAR DAERAH)

No. Komponen Ul Kol
'| mll}:i;;;hl l]my;;; Nomor 6% talvn 1990 fondang pembentakon Dacemh Daceal loghat 11 datam Wilaysh
Diaerah-Daerah Fingkat 1 ali, Nusa Tongpara Warat, Nusa Denggara D,

2. Undang-Undang Nomor 23 Tatun 2004 tentang pernerimadian Duerah aebngaimana telal divbah dengan
Undunp- Undang Nomor 9 Tl 2009 eotang, Perubmban Kedua Atas Undang Undang Nowaor 20 1 abun
2004 tentmnge Pemerhitnhan Dacrah

Vo Unidaig-Undang Nomor 20 Talin 2006 tentang Admintatrast Kependudukan sebagaimana telah diubah
dengan Unding-Undang Nomor 24 Tl 2011 tentang Pesubahan atas (ndang Undang Noowe 23 1ahun
2000 tontang, Adminitmal Kependudukan,

4. Perturan Pemertitnh Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undaog Undang Nonw 23 Tahun 2006
tentang. Administrand Kependudukan sebogaimann telnh diubaly dengan Undang Undung Nomor 24 Tahun
2013 tentang Perubahinn atan Undung Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependiduban,

8 Peratoran Pemerintah Nomor 19 tahun 2006 tentang Kecamatan,

0, Peroturan Presfden Nomor 96 Talwn 2018 tentang Versyaratan dan Taia Cara Pendallaran Penduduk dan

1 Dusar Hukum Pencatatan Sipll,

7. Peraturan Menterd Dalom Negerl Nomor 108 Tahun 2019 wotang Peraturan Velaksana Petaturan Prosiden
Nomor 96 Tahun 2018 tentung Peraynratun dan Tata Cara PendaMaran Peoduduk dan Pencatatan Nipil,

8. Peraturan Mentert Dalaim Negeel Nomor 109 Tabun 2009 tentang Fosmulie dan Duka yaog digunakan dalam
Administron] Kependudukan;

9. Poraturan Menterl Dalom Negerl Nomor 32 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur i
Lingkongan Provingl, Kabupaten/Kota

10, Peraturan Menterl Pendayagunnan Aparatur Negara dan Reformasd Birokeast Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyunuminm Stundar Operasfonal Prosedur (SOI') Administrnst Perner

1L Pernturan Dupati Lombok Tenguh Nomor 33 Tabun 2018 tentang Perubahan Afas Peraturan Wapati Nomor
36 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Provedur Pelaynnan Administrast Kependudukan pada 1dinas
kependudukan dun Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah,

12, Pernturan Bupati Lombok Tengnh Nomor 41 Talwn 2019 tentang Pendelegasian  Sebagian Kewenangan
Bupati Kepada Coovnt, N (S

1. Mengis Formulie KK (1.1:01) yang ditandatmgand oleh Kepala Keluarga dan diketahui oleh Kepala Dusun -
dan Kepala Dena;

2 Persyaratan 2. Kurtu Kelurag (KK) Asli;
Pelayanan 3. Foto copy Buku Nikal/ Kutipan Akta Perkawinun/ SUTIM Petkawinan,
4. Surut Keterangan Pindal/ Surat Keterangon Pindah Datung bagi penduduk yang pindah dalam Wilayah
NKRIL
1. Pemolion dutang membawa berkus pengajuan; T
Sistem, Mekanisme | % l"c(uunn menelitt kelengknpan betkuy,
3 dan l’rt;SL‘dur 3. Setelah kelengkapan borkas benar petugay mengajukan kepada SekeanvCamat untuk ditandatangani,
4. Polugay mclakukon registrast pada buku registor Kartn Keluarga,
5. Pengambilan Kurtu Keluacga oleh Pomohon, NT—— (——
Jangka Wauktu | 5-10 menit (hfln Pimpinan ada di tempat), apabila Piploanm dinay loar, maka berkas dapat ditinggal, dan
4 Penyelesaian npuhilul l-l.sluh t)|lhllldl|tull[il|l|l wkan dilmbungi aleh potugan via telepon (dengan catatan Pemohon meninggalkan
nomor telepon).
5 | BiaywTarif “Tidak wdlu, T
6 Produk Layanan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Bara Menikah
Sarana  Prasarana T BE
7 . Komputer/Laptop, Printer, ATK, Stempel dan Duku Register,
atau Fasilitag ' T st
. 1. Monguusai aduinistrast dun prosedur pencebitan Kartw Kelu AK) bagt
8 Kompetensi (posangan darl loae daerahy); : . e TR R S PG I TRy N——"
Pelaksana Mengunsai Undang-Undang tentang pemerintahan dan Tata Naskah
:‘\"l“l“l H‘E-I!Bi!LT_Illi fken Komputer dun moncari alternative pemecahan masalah
Copulu Seksi Pelaymmm Umum; N T ——
9 | Pengawasan Internal | 2. Sckeam
Camnt

Do
Penanganan Kotak pengadunn

10 | Pengaduan, susaran | 2. Wobsite Kevamntan Batukliang (kee-batuklinng lombokiongahkab go id)
dan Masukan Telepon dan SMS Pengudunn @ 083824338514
11 [ Jumlah Pelaksana $ Orng
12 | Jaminan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan
Jaminan Keamanan
13 | dan Kesclamatan | Sesuat Maklumat Pelayanan
Pelayanan

Evaluasi Kinetju
14 .
Pelaksana

e e e (™

Setinp Tahun

Dipindai dengan CamScanner
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10. STANDAR PELAYANAN
KARTU KELUARGA BAGI PASANGAN BARU MENIKAH (PASANGAN WNI
DAN WNA)

No. Kompanen Urilan het
1. Undang Undang Nomor 69 talun 1938 tentang pembentukan Daomh-Daerah Lingkat 11 dalam Wilayah
Dacral Daucrah Tingkat 1 19all, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenpgara Timur,
2. Undong Undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang pemerintahnn Duerah sebagaimana telah diubah dengan
Unding Unding Nomor 9 Taln 2018 tentang Peribahan Kedua Atns Undang Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentong Pemorntshan Daerah
1, Undang Undang Nomor 23 Talwn 2006 tentang Adiinistrast Kependudukan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undung Nomor 24 Talun 2013 tentnng Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2000 tentung Adminkaimal Kepondudukan,
A, Persturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tontany, Peluksunsan Undang Undang Nomor23 Tahun 2006
tontnng Adminlutrnl Kependudukan sebugnimunn tolah diutiah denpan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 tontung Perubnhin atas Undung-Unding Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admimstrasi Kependudukan,
8, Pernturnn Pemorintah Nomor 19 tahun 2006 tentang Kecamaton,
6, Peraturon Previden Nomor 96 Talun 2018 tentang Persyaratan dan ‘Tata Car Pendaftaran Penduduk dan
1 Dasar Hukum Pencitatun Sipil;
7, Pemturan Menterl Dalnn Negerd Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden
Nottor 96 ‘Tahun 2018 tentung Persyaratan dun Tata Carn Pondaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,
8. Pemturan Menterd Dalom Nogorl Nomor 109 Tuhun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam
Admintutras! Kepondudukan;
0. Pormturan Menterk Datnm Negerl Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Provingl, Knbupnten/Kota.
10, Pemturan Monterl Pendayagunnan Aparatur Negara dan Re formnsi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Pedomin Ponyusmun Standar Opernslonul Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan
11, Porataran Dupati Lombok Tengeh Nomor 33 Tahun 2018 tentung Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
56 Tohun 2016 g Standar Opernslonnl Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan pada [inas
kepondudukan dan Peneatutun Sipil Kabuputon Lombok Tengah;
12, Pormturan Bupatl Tombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelcgasian Schagian Kewenangan
Bupati Kepndn Comat,
1. Menglsl Formulir KK (F.1-01) yang dltandatangan olch Kepala Keluarga dan diketahui oleh Kepala Dusun
dan Kopnla Denn;
2 I:chyumm" 2. Kartu Kolurng (KK) Asll;
Pelayanan 3. Folo copy Puku Nikl/ Kutipan Akta Perkusinan/ SI'TIM Perkawinan,
4, Toto copy dok porjalunun salinh sty prsangon (Paspor, KITAS, KITAP).
1. Pomohon dutang membawa borkas pengajuun;
i 2. Petugas meneliti kolengkapan berkas;
3 Siswl’“' Mckanisme 3, Seteluh kolongkapun berkus benur potug gjukan kepadi Sekear/Camat untuk ditandatangani;
dan Prosedur 4. Petugay melukukan rogistrasd pada buku rogister Kurtu Keluarga;
5. Pongambilan Kartu Kolunrga olch Pemohon
Jan gku Waktu 510 monit_(bila Pimpinan ada di tompat), upabiln Pimpinanm dinas luar, maka berkas dapat ditinggal, dan
4 ; apabila telnh ditandatangan] akan Jihubungi olch petugns via tel (dengan catatan Pemohon meninggalkan
Penyelesnian nomor telopon).
5 Biaya/Tarif Tlduk udn,
6 | Produk Layanan Kartu Kolunrga Bagi Pasangan Baru Menikah
7 ‘S“mnf‘ 7 Efoaumna Korputer/Laptop, Printer, ATK, Stempel dun Buku Register.
atau Fasilitas e TR
" T, Menguasni ndministrasi clan proscdur penerbitan Kortu Keluarga bagi pasangan NI dan WNA;
8 Komp ctensi 2. Menguasai Undung-Undung tontang pemerintahan dun Tata Naskah,
Pelaksana 3, Mampu mengoperasikan Komputer dun mencari altomative pemecahan masalah,
1, Kepaln Soksi Polayanun Unium;
9 Pengawasan Internal | 2, Sckeam
3, Comat.
Penanganan 1. Kotak pengaduan
10 | Pengaduan, sasaran | 2. Website Kecamatan Butuklinng (kec-bntuklinng lomboktengnhkab go.id)
dan Masukan 3. “Telepon dun SMS Pengaduun ; 083824355514
11| Jumlah Pelaksana 3 Orung
12 Jaminan Pelayanan Sesual Standor Pelayanan
Jaminan Keamanan
13 | dan Kesclamatan | Sesuai Maklumat Pelayanan
Pelayanan
1 Evaluasi Kinerja Setiap Tahun
Pelaksuna

Dipindai dengan CamScanner
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1L STANDAR PELAYANAN
KARTU KELUARGA (MENAMBAUKAN ANAK DI DALAM KARTU
KELUARGA)

e

No, Rompanen Uralan Ket,
Lo Undwg Ui Nowon 69 tabiine TN tenbang wibentuhan Dol b Einghat 1 dalai Wilayah
Poaetale Vet Ciphat 1 1kt Noei Fenggana Warat, Musa Lenggann Lo,
2 Undange Ui Noot 20 Tatin 2000 (enting pomuiintalan ety sobagalimaa ol diutmh dengan
Ul Ui Nowor 9 Tabin 008 tontnng Forubahion kedun Ataa Undaog Undang Momor 23 Fabiun
20U tentang Pemer it Dacial
b Undo Uniding Nomior 23 Talie 2000 enting Admindateat Kependuduban selmgaiinmin (& lah dibish
dongan Unebwog Ui Nomer 24 Talwin 2008 wntang VPornbibian atoa Oncdang Undang Moior 29 Tahn
2000 tewtwmg Adimininted Kependuidubion,
4 Pomtunan Pomeriota Nomor 40 i 2009 wntang Pelaksanian Ul Widangg Moo 24 Tabun 2006
tontong Adminiatied Kependudubin sebigainini telite diubialy dongan Undang Undang Nomor 24 (U
2000 tentwng Porubatinn atoa Uit Usidining Nuior 20 Tabon 2006 tontangg Adminiateas) Kependuduban,
L Peratanan Peaerinth Nomor 19 talinn 2000 tontong Kecamntin,
o Pornturan Prestden Nomor 96 Tahun 201N tentang Perayaraton dan Tata Caia Verdafaran Venduduk dan
1 Dasar Hukum Poncatatun Sipll;
7 Poratwran Montert Dalaie Negert Nomor 108 Talwa 2009 tentang Peruturan Pelaksana Peraturan Prooldon
Notor 96 Tl 2008 tttingg Perayuratan dan Tata Cara Pendaltarn Pendudiik dan Penwatatan Hipil,
R Poratoran Menterd Dadant Negorh Nomor 109 Tt 2009 tentang Vormuilie dun Buku yang digunakan dalam
Administond Kependudukan;
0. Pemtwan Menterl Dalam Negerl Nomor 52 Tahun 2011 tentang Sandar Operasionsl Frosedur di
1 ingkungan Provinsd, Katupaten/koti,
10 Poraturan Menterd Pendayagunann Aparatur Negara dan Reformaul Iiokrasl Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyininian Standime Oporastonnl Pronodur (SOI*) Adiminbatrnal Pemerintahan
11, Peratunan Dupatt Tombok Tengah Nomor 33 Palvan 20008 tontinige Perubulian Atis Peraturan Bupitt Nomor
<6 ‘Tobunt 2016 toutang Standar Opotwatonal Prosedur Pelayanan Admintatrasi Kependudukan pada [inas
Kependudukan dan Peneataton Sipil Kabuputen Lombok Tengah,
12. Poraturan Bupatt Lormbok Tengah Nomor A1 Taham 2019 tentang Pendolognsian Sohagian Kowenangan
_ Mupatl Kepada Cot ) i I -
Yarsy 1. Kartw Nolurag (KK Anlk;
2 l,cn\)umlxm 2 Sueat Ketarangnn Kelahianm darl Doktor atan Penolong Kelahlian;
Pelayanan _]LN Boto copy Duka Nikal/ Kntipun Akta Porknwinan/ SIEIM Perkiuwinim DS (N
11 Pemohon dutang membinwa berkis pengajuan;
al ot 2. Potupun enelith ketengkapan borkueg
3 b“\tm‘“' Mckanisme 3. Setolah kelongkipan borkny bennr petagan wongijukan kepada Sekenm/Carmat unituk ditandatangani,
dan Prosedur A Potupns wolokukun g picda buku rogbiter Kot Kelunrg,
8. Pongambitan Kurtw Kelugs oloh Ponohon,
Jangka Wwakt | 10 wonlt (il Ploplon adi ol tompat), bl Plapianon dluaw Tuae, miku berkas dapal ditinggal, dan
4 apabila toluh ditandimugunt akan dibubungl oloh petugas vin tolopon (dengnn cirttian Pemohon meninggalkan
Penyelesaian nomor telepon),
5 Biayw/ Tatil B e —————
0 Produk Layanan Knrtu Kohurga (KK)
\ A\
7 :“mmf' , Frasra Komputer/Laptop, Printer, ATK, Stompel dan ki Regluter,
atau Fusilitas A ™R
Kompetensi 1, Mvnuunuui wdmindatrasd dary prosedae ponorbitan Ponambahan Anggota Kattn Kelunrga,
8 P ) 2. Monguasnd Undang-Undnog tentang pemerintabun dan Tnta Niskah,
Pelaksana 3, Manpu mengopemsikan Koniputer dn menonel altornative pomeentnn musnlah_____
“1 Kepaln Soksl Peluynnan Umum;
9 Pengawasan Internal | 2. Sekeam
BT 1 ——
Penanganan 1. Kotnk pongadunt
10 | Pengaduan, sasaran | 2. Websito Keconutan Datuklinng (keo-batukdinng. lomboktengahkib go id)
dan Masukan 3. Tolopon dun SMS Penpadunn ; ORIB2AD58814 o
11| Jumlah Peluksana L ——— RS —_
12 | Jaminan Pelayanan Sowund Stondur Polayanwn
Juminan  Keamuanan
13 | dan Keselumatan | Sesual Maklumat Peliyani
Pelayanan
14 Evaluasi Kinotja Sotlap Tabun
Pelaksang 3 e ——
Dipindai dengan Cam

Scanner
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12. STANDAR PELAYANAN
KARTU KELUARGA (PASANGAN YANG BERCERAI INGIN MEMBUAT
KARTU KELUARGA MASING-MASING)

No. Komponen Uralan Ket.
1. Undang-Undang Nomor 69 tahun [938 tentang pembentuknn Docrah-Dacrah Tingkat 11 dalam Wilayah
Dacrah-Dacmh Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Borat, Nusa Tenpgara Timur,
2. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang pemerintahan Dacrah sebagaimana telah diubuh denpan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentanp Perubahan Kedua Atus Undung-Undang Nomor 23 Tuhun
2014 tentang Pemerintahan Dacrah,
3. Undang-Undang Nomor 23 Talun 2006 tentang Administrasi Kependudukan scbagaimana teluh diubah
dengan Undang-Undang Nomor 24 ‘Tahun 2013 tentang Perubahon atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
20006 tentang Administrosi Kependudukan;
4, Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Peluk Undang-Undang Nomor23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan sebagui toluh diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 tentang Perubahan atas Undang-Undung Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,
5. Pemturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2006 tentang Kecamatan;
6. Pemturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persynratan dan Tata Cara Pendaflaran Penduduk dan
1 Dasar Hukum Pencatatan Sipil;
7, Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 108 Tahun 2019 tentang P Pelaksana P Presiden
Nowmor 96 Tahun 2018 tentang Persyarntan dan Tata Cara Pendaftarun Penduduk dan Pencatatun Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalum Nogerl Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam
Administrasi Kependudukan;
9, Pemturan Mented Dalam Nogeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Provinsi, Kabupatern/Kota,
10. Peraturan Menteri Pendayngunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasionul Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan,
11. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
6 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Proscdur Pelaynnan Administrasi Kependudukan pada Dinas
kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah;
12. Pemturan Bupatl Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegasian  Sebagian Kewenangan
Bupati Kepada Camat,
Persyaratan 1. Kartu Kelurag (KK) Asli;
2 | pel ayanan 2. Surat Cemi/ Akta Cenai,
1. Pemohon datang bawa berkus penguj
. : 2, Petugas moneliti kelengkupan berkas;
3 Sistem, Mekanisme 3 Sctc{;h kelengkapan lwrku‘s benar petug jukan kepada Sekcam/Camat untuk ditandatangani;
dan Prosedur 4.  Petugns melokukan registrusi pda buku registor Koriu Keluarga;
5. Pengambilan Kartu Keluarga olch P
] angka Waktu 5-10 menit (bila Pimpinan ada di tempat), apabila Pimpinanm dinas luar, maka berkas dapat ditinggal, dan
4 . apabila telah ditandatangani akan dihubungi olch petugas via telepon (dengan catatan Pemohon meninggalkan
Penyelesaian nomor telepon).
5 Biaya/Tarif Tidak adu.
6 Produk Layanan Kartu Keluarga (KK) masing
7 Sarana . Prasarana Komputor/Laptop, Printer, ATK, Stempel dan Buku Register.
atau Fasilitas
1. Menguasni administrasi dan prosedur pencrbitan Kartu Keluarga (KK) masing-masing bagi pasangan yang
Kompetensi bercerai;
8 Peclaksana 2. Menguasai Undung-Undang tentang pemerintahan dan Tata Naskah.
3,  Mampum ikan Komputer dan mencari allemative pen masalah,
1. Kepala Scksi Pelayanan Umnum;
9 | Pengawasan Internal | 2. Sckeum
3. Comat.
Penanganan 1. Kotak pengaduan
10 | Pengaduan, sasaran | 2. Websitc Kecomatan Batukliang (kee-batuklinng. lomboktengahikab.go.id)
dan Masukan 3. Tolepon dan SMS Pengadunn ¢ 083824355514
11 | Jumlah Pelaksana 5 Orang
12 | Jaminan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan
Jaminan Kcamanan
13 | dan  Keselamatan | Sesuai Maklumat Pelayanan
Pelayanan
7 r—
14 Evaluasi Kinega Setiap Tahun
Pclaksana

E Dipindai dengan CamScanner
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13. STANDAR PELAYANAN
KARTU KELUARGA (PASANGAN SUAMIASTRI MENINGGAL DUNIA)

No. Kotponen Urabin Koty
| aig Unding Nomor 69 fsln 1938 teitang pembentukan Dierh Donoroh Hinghat 10 dalan Wiliayah
Dacral-Duerah Flogkat 1 0l Nusa Yonggara Diat, Nusw Tenggara T,
2 Undang-Undang Nomwor 23 Tahun 2004 tentang pemetintahinn Daerah nebagatmana telah diubah dengan
UnomgUndaop Nomor 9 Taliin 2008 tontang Peribntun Kedun Atws Undang Undong Nomor 23 Tahun
2014 tentung Pemerintaling Daerah
Vo Undiang-Undang Nomor 23 Talwn 2000 tentang: Adminiatiant Kependudukan webagaimana telah diubah
dongan Undang-Undang Nomor 24 Taln 2018 tenting Pernbaban atas Unding Undang Nomor 23 Tahun
2000 tentong Admindtimal Kependudulian,
4. Poraturan Pemertntalt Nomor 40 tahun 2009 tontang Pelaknnmann Undang-Undang. Nomor2) Talan 2006
tontang Admintsant Kependudukan sobagahmunn telah dinbih dongan Undimg-Undinog, Nomor 24 Tahon
200 tontang Perabalinn aton Undang-Undang Nomor 23 Taban 2006 tentang Adovinkstrad Kependudukan,
8, Peraturan Pomerintnh Nomor 19 thun 2006 tentang Keeamaton;
o, Poratran Proalden Nomor 96 Tabun 2018 tentang Perayaratan dan ‘Tata Cara Pondaftaran Penduduk dan
| Dasar Hukom Peneatatan Sipll;
7. Poraturan Menterd Datom Negorl Nontor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelakuana Pemturan Prealdon
Nomwor 96 Tuhun 2018 tentnmp Vernyaratan din Tuta Cora Pendaftaran Penduduk dun Pencatitan Sipll;
B Porturan Menterd Datan Negerl Nomor 109 Tuhun 2019 tentang Formulir dan Buku yung digunakan dalumn
Administant Kependudukon;
9, Peraturan Mentorl Dalom Neperd Nomor 82 Tahwun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur i
Lingkwngan Provinsd, Kabupaten/Kota,
10, Perturan Menterl Pondayagunnan Aparatur Nogara dan Reformisl Diokrasl Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunmn Stindar Operasional Prosedue (SOP) Adwinlatras Pometintahan,
11, Peraturan Dupatl Lombok Tengah Nomor 33 Talun 2018 tentang Porubahan Atas Peratucan Dupatl Nomor
56 Tahun 2016 tontung Standar Oporanional Provedur Pelayanan Administrasd Kependudukan pada Dinay
Kepondudukan dan Poneatatan $ipit Kubupaten Lombok Tengaky
12. Portwan Dupatt Lombok Tongah Nomor 41 Talun 2019 tentang Pendelopanian Sebaglan Kewonnngan
_ Dupatf Kepudda Coannat, T S — -
are 1. Kortu Keluag (KK) Aslly
2 l,cnyumm“ 2. Sumt Keternngan Kematian dadd Desng
Pelayanan 3. Surnt Kelerangon Kotinn datl Rumah Sukit/ Poskosmw, L L
1. P 1 datang membiwa betkny penga] =
S ot - 2. Petugns mencliti kelengkapan berkany
3 bmu)“‘ Melkumsnw 3. Sctolali kelengkapin berkas benne petugas mengalukon kepada Sokcany/Camat untuk ditandatangani,
dan Prosedut 4, Pefugns melukukan ropistrusi pada buku rogiter Krta Keluarga;
5, Pengarubilon Kurtu Kelunrga oleh Pemohion,
Jangkn Waktu 510 monit (bila Piophian ada & oropat), apabila Pimpinanm dinan luar, mnka borkan dapat ditinggal, dan
4 N - pubila telak dit ponl ukan ditwbuugd oleh potupan vin telopon (dengan cutatan Pemohon meninggatkan
Penyclesaian nomor lelepon).
5 Biaya/Tarif “Tiklak nda,
6 Produk Layanan Kartu Keluarga (KK)
Yeng
7 Sarana o Prasarana Komputer/Laptop, Printer, ATK, Stempel dun Buku Register,
atau Fasilites B _
i 1. Moenguusai ndministrost daw | fur penerbitan Knetu Keluarga bagt pasangan sunmb/istel yaong moninggal
8 Kompetensi dunia;
Pelaksana 2. Mengunsal Undang-Undang tentang pomerintalian dan Tt Noskah,
3, Mumpu mengoperasikon Komputer dan meneari altomative pemecahu masalal
1. Kepala Seksi Pelayanan Ui
9 Pengawasan Internal | 2. Sckeam
3. Camnt,
Penanganan 1. Kotak pengacuon
10 | Pengaduan, sasaran | 2. Website Kecamtun Batuklinng (kee-batukliang lomboktengahkab. go.kd)
dan Masukan 3. Telopon dan SMS Pengaduan : 083824385314
11 | Jumlah Pelaksana 5 Orng
12 | Jaminan Pelayanan Sesual Standar Pelaynnan
Jaminan Keamanan
13 | dan  Keselamatan | Sesusi Maklumat Pelayanun
Pelayanan
Evaluasi Kinega | o . .
14 Pelaksana Setiap Tahun

Dipindai dengan CamScanner
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14. STANDAR PELAYANAN
KARTU KELUARGA (BAGI PASANGAN YANG BARU PINDAH)

No. Komponen Uraian Ket.
1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 (cntang pembentukan Dacrah-Dacrah Tingkat II dalam Wilayah
Dacrah-Dacrah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Dacrah scbagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Dacrah.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tclah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudul
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor23 Tabun 2006
tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2006 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendafaran Penduduk dan
1 Dasar Hukum Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden
Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam
Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Provinsi, Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Peny Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.
11. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
56 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelay Administrasi Kependudukan pada Dinas
kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah;
12. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan
Bupati Kepada Camat.
Persyaratan 1. Surat Pindah Datang dari tempat asal,
2 Pelayanan 2. Foto copy Buku Nikah/ Kutipan Akta Perkawinan/ SPTJM Perkawinan
1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan;
. anis 2. Petugas meneliti kelengkapan berkas;
3 Sistem, Mek M€ | 3 Setelah kelengkapan berkas benar petugas mengajukan kepada Sekcam/Camat untuk ditandatangani;
dan Prosedur 4, Petugas melakukan registrasi pada buku register Kartu Keluarga;
5. Pengambilan Kartu Keluarga oleh Pemohon.
Iang,ka Waktu 5-10 memt (bila Pimpinan ada di tempat), apabila Pimpinanm dipas luar, maka berkas dapat ditinggal, dan
4 ) apabila telah ditandatangani akan dihubungi oleh petugas via telepon (dengan catatan Pemohon meninggalkan
Penyelesaian nomor telepon).
5 Biaya/Tarif Tidak ada.
6 Produk Layanan Kartu Kaluarga (KK)
7 Sarana s Pras a Komputer/Laptop, Printer, ATK, Stempel dan Buku Register.
atau Fasilitas
Kompet ensi 1. Menguasai administrasi dan prosedur penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan yang baru pindah;
8 2. Menguasai Undang-Undang tentang pemerintahan dan Tata Naskah.
Pelaksana 3. Mampu mengoperasikan Komputer dan mencari alternative pemecahan masalah.
1. Kepala Seksi Pelayanan Umum;
9 | Pengawasan Internal | 2. Sekeam
3. Camat.
Penanganan 1. Kotak pengaduan
10 Pengaduan, sasaran 2. Website Kecamatan Batukliang (kec-batukliang. lomboktengahkab.go.id)
dan Masukan 3. Telepon dan SMS Pengaduan : 083824355514
11 | Jumlah Pelaksana 5 Orang
12 | Jaminan Pelayanan | Sesuai Standar Pelayanan
Jaminan Keamanan
13 | dan  Keselamatan | Sesuai Maklumat Pelayanan
Pelayanan
Evaluasi  Kinerja :
1 Setiap Tahun
3 Pelaksana d

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

15. STANDAR PELAYANAN
KARTU KELUARGA (PERUBAHAN ELEMEN DATA)

No. Komponen Uraian Ket,
1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan Dacrah-Dacrah Tinghut It dalsm Wilaynh
Dagrah-Dacrah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Dacrah scbagaimana telsh diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undung Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Dacrah.
3.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tabun
2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi K ependudukan,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2006 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendafiaran Penduduk dan
1 Dasar Hukum Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden
Nomor 96 Tzhun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendafiaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yung digunakan dalam
Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Provinsi, Kabupaten/Kota.
10. P Menteri Pendayag) Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 fentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan,
11. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 33 Tahun 2018 fentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
56 Tahun 2016 g Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas
kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah;
12. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Scbagian Kewenangan
Bupati Kepada Camat.
1. Mengisi Formulir (F.1-05);
2. Kartu Keluarga (KK) Asli;
2 gefsymmn 3. Dokumen pendudkung perubahan data, seperti : Foto copy Akta Kelahiran, Surat Keterangan Kelahiran,
¢layanan Foto copy Ijazah, atau Putusan Pengadilan.
4. Foto copy Buku Nikah/ Akta Perkawinan,
1. Pemchon datang memt berkas p j
Sistem. Mekanisme 2. Petugas meneliti kelengkapan berkas; )
3 dan P 2 ed 3. Setelah kelengkapan berkas benar petugas mengajukan kepada Sekcam/Camat untuk ditandatangani,
an Prosedur 4. Petugas melakukan registrasi pada buku register Kartu Keluarga;
5. Pengambilan Kartu Keluarga oleh Pemohon.
Jangka Waktu 5-10 menit (bila Pimpinan ada di tempat), apabila Pimpinanm dinas luar, maka berkas dapat ditinggal, dan
4 P lesai apabila telah ditandatangani akan dihubungi oleh petugas via telepon (dengan catatan Pemohon meninggalkan
enyelesaian nomor telepon).
5 Biaya/Tarif Tidak ada.
6 Produk Layanan Kartu Keluarga (KK).
Sarana  Prasarana .
7 atau Fusilitas Komputer/Laptop, Printer, ATK, Stempel dan Buku Register.
Kompetensi 1. Me“E““Sﬂf administrasi dan prosedur pcrub_nlmn elemen data pada Kartu Keluarga;
8 P llankpsana 2. Menguasai Undang-Undang tentang pemerintahan dan Tata Naskah.
2 3. Mampu mengoperasikan Komputer dan mencari alternative pemecahan masalah.
1. Kepala Seksi Pelayanan Umum;
9 Pengawasan Internal | 2. Sckcam
3. Camat.
Penanganan 1. Kotak pengaduan
10 | Pengaduan, sasaran | 2. Website Kecamatan Batukliang (kec-batukliang lomboktengahkab.go.id)
dan Masukan 3. Telepon dan SMS Pengaduan : 083824355514
11 | Jumlah Pelaksana 5 Orang
12 | Jaminan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan
Jaminan Keamanan
13 | dan  Keselamatan | Sesuai Maklumat Pelayanan
Pelayanan
Evaluasi Kinerja
14 Setiap Tah
Pelaksana i

Dipindai dengan CamScanner
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16. STANDAR PELAYANAN
KARTU KELUARGA (HILANG/ RUSAK)

No. Komponen Uraian Kot
1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan Ducrah-Dacrah 1mghat (1 dalam Wilayah
Daerah-Dacrah Timpkat I Bah, Nusa Tenpgara Bamt, Nusa Tenggara Limur,
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Ducrah sebagsimana twlah diubsh dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nemor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah,
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan schagainwa tela diubak
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomeor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi hependudukan,
4, Pemturan Pemerintah Nomor 40 twmhun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukon sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tabun
2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminsstrasi Kependuduban,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2006 tentang Kecamatan,
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cars Pendaflaran Pendudul dan
1 Dasar Hukum Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden
Nomor 96 Tuhun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam
Administrasi Kependudukan;
9,  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Provinsi, Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Meateri Pendayagunann Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Admmistrasi Pemermntahan
11. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
56 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas
kependudukan dan Pencatatan Slpll Kabupaten Lombok Tengah,
12, Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Schagian Kewenangan
Bupati Kepada Camat.
Persyaratan 1. Surat Keterangan Kehilangan dard Kepolisian;
2 Pelayanan 2. Membawa Kartu Keluarga Asli (bagi Kartu Keluarga yang rusak).
1. Pemohon datang membawa berkns pengajuan;
4 Kanism 2. Petugas meneliti kelengkapan bcrkus,
3 ?S&;’m’ elre AnSme 3. Setelah kelengkapan berkas benar petug an kepada Sekcam/Camat untuk ditandatangani,
an Frosedur 4. Petugas melakukan registrasi pada buku register Kartu Keluarga:
5. Pengambilan Kartu Kcluarga olch Pemohon.
a Jangka. Waktu 5- 10 mcmt (bila l’lmplmm ada di tempat), apabila lepumnm dinas luar, maka berkas dapat d:ungpl dan
. telah ditandat i akan dilubungi olch petugas via telepon (dengan catatan Pemohon meninggalkan
Penyelesman nomor telepon). e -
5 Biaya/Tarif Tidak ada.
6 Produk Layanan Kartu Keluarga (KK).
Sarana  Prasarana
7 _— Komputer/Laptop, Printer, ATK, Stempel ister,
atau Fasilitas p! ptop, 'K, Stempel dan Buku Register.
. L. Menguasai administrasi dan prosedur penerbitan kembali Kartu Keluarga (KK) yang hilang/ rusak,
8 gci?k]:etenﬂ 2. Menguasai Undang-Undang tentang pemerintahan dan Tata Naskah.
claksana 3. Mampu mengoperusiknn Komputer dan mencari altemative pemecahan masalah.
1. Kepala Scksi Pelayanan Umum;
9 Pengawasan Internal | 2. Sekcam
3. Camat.
Penanganan 1. Kotak pengaduan
10 | Pengaduan, sasaran | 2. Website Kecamatan Batukliang (kec-butuklinng. lomboktengahkab. go.id)
dan Masukan 3. Telepon dan SMS Pengaduan : 083824355514
11 | Jumlah Pelaksana 5 Orang
12 | Jaminan Pelayanan | Sesuni Standar Pelayanan
Jaminan Keamanan
13 | dan Keselamatan | Sesuai Muklumat Pelayanan
Pelayanan
Evaluasi Kinerja
14 Sctiap Tahy
Pelaksana e

Dipindai dengan CamScanner
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17. STANDAR PELAYANAN
KTP-el (TELAH BERUSIA 17 TAHUN)

No. Komponen Uraian Ret.
1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan Dacrah-Daerah Ti ingkat II dalam Wilayah
Dacrah-Dacrah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Dacrah sebagaimana tclah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahua
2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan scbagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tabun
2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependud ukan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2006 tentang Kecamatan,
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
1 Dasar Hukum Pencatatan Sipil; .
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Talnum 2019 tentang P Pelak P Presiden
Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendafiaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam
Administrasi Kependudulan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Provinsi, Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Talun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintaban.
11. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
56 Tahun 2016 Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas
kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah;
12. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Ke
Bupati Kepada Camat.
Persyaratan 1. Bukti Perekaman KTP-el,
2 Pelayanan 2. Fotocopy KTP-eL
1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan;
: & 2. Petugas meneliti kelengkapan berkas;
3 | Sistem, Mekanisme | 5 ¢ Pt kelenkapan berkas benar pefugas mengajukan kepada Sckeam/Camat untuk ditandatangani;
dan Prosedur 4 Petugas melakukan registrasi pada buku register Kartu Keluarga;
5. Pengambilan Kartu Keluarga oleh Pemohon.
Jangka Waktu 5-10 menit (bila Pimpinan ada di ‘tempat), apabila Pimpinanm dinas luar, maka berkas dapat ditinggal, dan
4 4 apabila telah ditandatangani akan dihubungi oleh petugas via telepon (dengan catatan Pemohon meninggalkan
Penyelesaian nomor telepon).
5 Biaya/Tarif Tidak ada.
6 | Produk Layanan KTP-el
; | Sarana  Prasarabd | woppyeqrapiop, Printer, ATK, Stempel dan Buku Register
atau Fasilitas
Kompetensi 1. Menguasai administrasi dan proscdur penerbitan KTP-¢l bagi yang telah berusia 17 tahun;
8 p 2. Menguasai Undang-Undang tentang pemerintahan dan Tata Naskah.
Pelaksana 3. Mampu mengoperasikan Komputer dan mencari alternative p h Izh
1. Kepala Seksi Pelayanan Umum,
9 Pengawasan Internal | 2. Sekcam
3. Camat.
Penanganan 1. Kotak pengaduan
10 Pengaduan, sasaran 2. Website Kecamatan Batukliang (kec-batukliang.lomboktengahkab. go.id)
dan Masukan 3. Telepon dan SMS Pengaduan : 083824355514
11 | Jumlah Pelaksana 5 Orang
12 | Jaminan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan
Jaminan Keamanan
13 | dan  Keselamatan | Sesuai Maklumat Pelayanan
Pelayanan
Evaluasi Kinerja ;
Setiap Tahun
14 Pelaksana J

Dipindai dengan CamScanner
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18. STANDAR PELAYANAN
KTP-el (BELUM BERUSIA 17 TAHUN TETAPI SUDAH MENIKAH)

No. Komponen Uraian Ket.
13. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Dacrah Tingkat If dalam Wilayah
Daerah-Dacrah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 temang pemerintahan Dacrah scbagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Dacrah.
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan scbagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tzahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 talun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan scbagaimana telah diubzh dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2006 tentang Kecamatan;
18. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 temtang Persyaratan dan Tata Cara Pendafiaran Penduduk dan
1 Dasar Hukum Pencatatan Sipil,
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden
Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaflaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam
Administrasi Kependudukan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tabun 2011 g Standar Op I Prosedur di
Lingkungan Provinsi, Kabupaten/Kota.
22. P Menteri Penday Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.
23. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
56 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas
kependudukan dan P Sipil Kabupaten Lombok Tengah;
24. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan
Bupati Kepada Camat.
Persyaratan 1. Bukti Perckaman KTP-<l;
2 Pelayanan 2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) dengan status Kawin Belum Tercatat.
1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan,
. . 2. Petugas meneliti kelengkapan berkas;
3 Sistem, Mekanisme 3. Setelah kelengkapan berkas benar petugas mengajukan kepada Sekcam/Camat untuk ditandatangani;
dan Prosedur 4 Petugas melakukan registrasi pada buku register Kartu Keluarga;
5. Pengambilan Kartu Keluarga oleh P
Jangka Wakty | 3-10 menit (bila Pimpinan ada di tempat), apabila Pimpinanm dinas luar, maka berkas dapat ditinggal, dan
4 " apabila telah ditandatangani akan dihubungi oleh petugas via telepon (dengan catatan Pemohon meninggalkan
Penyelesaian nomor telepon).
5 Biaya/Tarif Tidak ada.
6 Produk Layanan KTP=l
q | Sarana  Prasarand | ooyt apuop, Prinier, ATK, Stempel dan Buku Register.
atau Fasilitas
1. Menguasai administrasi dan prosedur penerbitan KTP-<! bagi yang belum berusia 17 tabun tetapi sudah
Kompetensi menikah;
8 | pelaksana 3. Menguasai Undang-Undang tentang pemerintahan dan Tata Naskah.
3. Mampu men, ikan Komputer dan mencari alternative pemecah masalah.
1. Kepala Scksi Pelayanan Umum;
9 Pengawasan Internal | 2. Sekcam
3. Camat
Penanganan 1. Kotak pengaduan .
10 | Pengaduan, sasaran | 2. Website K Batukliang (kec-batukliang lombok hkab.go.id)
dan Masukan 3. Telepon dan SMS Pengaduan : 083824355514
11 | Jumlah Pelaksana 5 Orang
12 | Jaminan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan
Jaminan Keamanan
13 | dan  Keselamatan | Sesuai Maklumat Pelayanan
Pelayanan
14 Evaluasi Kinerja Sctiap Tabun
Pelaksana

Dipindai dengan CamScanner
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19. STANDAR PELAYANAN
KTP-el (BELUM BERUSIA 17 TAHUN INGIN MEREKAM KTP-el)

No. Komponen . : © Uraian B Ket.

1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan Dacrah-Daerah Tingkat I dalam Wilayah
Dacrah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerinizhan Dacrah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Dacrah,

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tabun
2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2006 tentang Kecamatan;

6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

1 Dasar Hukum Pencatatan Sipil;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden
Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam
Administrasi Kependudukan;

0. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pravinsi, Kabupaten/Kota.

10. Peraturan Menteri Pendayag Ap Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

11. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
56 Tahun 2016 tentang Standar O ional Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas

kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah;
12. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan

Bupati Kcpada Camat.
2 Persyaratan 1. Foto copy Kartu Keluarga (KK).
Pelayanan
1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan;
: . 2. Petugas meneliti kelengkapan berkas;
3 Sistem, Mekanisme 3. Setclah kelengkapan berkas benar petugas mengajukan kepada Sckcam/Camat untuk ditandatangani;
dan Prosedur 4. Petugas melakukan registrasi pada buku register Kartu Keluarga;
5. Pengambilan Kartu Keluarga olch Pemohon.
Jangka Waktu 5-10 menit (bila Pimpinan ada di tempat), apabila Pimpinanm dinas luar, maka berkas dapat ditinggal, dan
4 Penyelesajan apabila t;lah ditandatangani akan dihubungi oleh petugas via telepon (dengan catatan Pemohon meninggalkan
nomor telepon).
5 Biaya/Tarif Tidak ada.
6 Produk Layanan Bukti Perckaman KTP-el
o | Sarana  Prasarand | ;.. apiop, Printer, ATK, Stempel dan Buku Register.
atau Fasilitas
| Kompetensi 1. Menguasai administrasi dan prosedur perekaman KTP-¢l bagi yang belum berusia 17 tahun;
| 8 P 3. Menguasai Undang-Undang tentang pemerintaban dan Tata Naskah
Pelaksana 3. Mampu mengoperasikan Komputer dan mencari alternative pemecahan lah
1. Kepala Scksi Pelayanan Umum;
9 Pengawasan Intenal | 2. Sekcam
3. Camat
Penanganan 1. Kotk pengaduan .
10 | Pengaduan, sasaran | 2. Website Kecamatan Batukliang (kec-batukliang.lomboktengahkab. go.id)
dan Masukan 3. Telepon dan SMS Pengaduan : 083824355514

11 | Jumlah Pelaksana 5 Orang

12 | Jaminan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan

Jaminan Keamanan

13 | dan Keselamatan | Sesuai Maklumat Pelayanan

Pelayanan

! 14 Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Sectiap Tahun

Dipindai dengan CamScanner
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20. STANDAR PELAYANAN

SX!;IX‘)(SUDAH MEMILIKI KTP-¢l TETAPI ADA PERUBAHAN ELEMEN

No, Komponen Uralan Ret.
L Undang-Undang Nomor 69 tahun 1938 tontang. pembentukan: Daemb-Daerah Tingkat 11 dalam Wilayah
Daerati-acra Tinghat I Bali, Nusa Tenggam Bant, Nusa Tenpgara Tinr,
2. Undang-Undang Nomor 23 Talun 2004 tentang pemerintahan Dacmb sebagaimana telah diubab dengan
Undang-Undang Nowor 9 Talun 2018 tentang Perubabian Kedua Atas Undung-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahian Dacrah,
3 Undang-Undang Nomor 23 Talun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahan 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2000 tentang Administiasi Kependudukan,
4 Pertwan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Polaksonaan Undang=Undang Nomor23 Tuhun 2006
tentung Administrasi Kependudukan sebag teluh dinbah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tabun
2013 tentang Perubahan atas Unding-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5 Pemtwran Pemerdntah Nomor 19 tahun 2006 tentang Kecamatan;
6. Peratuman Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan ‘Tata Cara Pendaftaman Penduduk dan
1 Dasar Huku Penoatatan Sipil;
7. Peraturan Meated Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden
Nowor 96 Talwn 2018 tentaog Persyaratan dan Tat Cara Pendaftamn Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8 Pecturan Mentert Datan Nogeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam
IAI {ni "‘lkll'\ Hirdnk
9. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Provinsi, Kabupatew/Kota,
10, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatut Negam dan Reformasi Birokrsi Nomor 35 Tahua 2012 tentang
Pedomun Penyusunan Standae Operasional Prosedur (SOP) Adwministrasi Pemerintahan,
11, Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 33 Tatun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
56 Talun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas
kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengaly;
12, Peruturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan
Bupati Kepada Cant,
D arc " I, Foto copy Kartu Keluarga (KK),
2 Persyaratan 2 KTPeel Asli
Pelayanan 3. Dokumen pendukung perubatiun data (Akt Kelahitn, azoh, Putusan Pengadilan, di).
L. Pemohon datang membuwa berkas pengajuan;
P skanteme | 20 Petugas meneliti kelonpkapan berkas;
3 SIS“‘:“' Mckanisme 3. Setlah kelengkapan berkas benar petugas mengwjukan kepada Sekeam/Camat untuk ditandatangani;
dan Prosedur 4. Petugas melakukau registrasi pada buku registor Kaetu Keluarga;
5. Pengambilan Kartu Koluarga oleh Pemohon,
Jangka Waktu 5-10 menit  (bila Pimpinen ada di wmpat), apabily Pimpinzam dinag luar, maka berkas dapat ditinggal, dan
4 4 BRI " upabila telah ditandatangani akan ditubungi oleh petugas via telopon (dengan catatan Pemohon meninggalkan
Penyelesaian nomor telepon).
5 Biaya/Tarif Tidak ada.
6 Produk Layanan KTP-cl
Q \ "
7 Sarana § Prasarana Komputer/Laptop, Printer, ATK, Stempel dan Buku Register.
atau Fasilitas
Kompetensi 1. Mc i administrasi dan prosedur penerbitan kembali K'TP-cl yang tendapat perubahan elemien data;
8 pr S 2. Menguasai Undang-Undang tentoang penierintahan dan Tata Naskah,
Pelaksana 3. Muampu mengopernsikun Komputer dan miencari altemative pemecal lat
1. Kepala Seksi Pelayanan Umum;
9 | Pengawasan Internal | 2. Sckeam
3. Camat.
Penanganan 1. Kotk pengaduan .
10 | Pengaduan, sasaran | 2. Website Kecamatan Datubliang (keo-batukliang lomboktengahkab. go.id)
dan Masukan 3. Telopon dan SMS Pengaduan ; 083824355514
i S
11 | Jumlah Pelaksana 5 Orng
12 | Jaminan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan
Jaminan Keamanan
13 | dan Keselamatan | Sesuai Maklumat Pelayanan
Pelayanan
14 Evaluasi Kinega Setiop Tahun
Pelaksana

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

21. STANDAR PELAYANAN
KTP-el (SUDAH MEMILIKI KTP-el TETAPI BERBEDA NIK DENGAN KK)

Ly Koaponen Ursian f Ket
1]
1. Undang-Undang Nomor 69 tabun 1958 icotang pemivosuian Dacrad-Decnd Taghs [ dalam Wik |
Decrah-Dacrah Tmgkat [ Bali, Nusa Teaggana Barat, Nasa Tenggzr Tomer,
2. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang pemermtahan Docrall schazzemans telah dubed devgas |
Undang-U'ndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Persbaban Kodua Atas Undasg-Undang Nemor 13 Tadua |
2014 xentang Pemermtahan Decrah. i
3. Undang-Undang Nomor 23 Tabum 2006 tentang Admmntas Kepeadudeia schepaameny wish dahad |
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tabun 2013 sentang Perubehan stas Undang-Undang Nomor 23 Tadua
2006 tentang Adminstrasi Kependudekan, '
4 Peraturan Pemenintah Nomor 40 tabua 2019 teotang Pelaksansen Undasg-Usdemg Noowr23 Tabun 2006
tentang Admumistrasi Kependudukan schegamana telah drbad demgan Undang-Usdasy Nomer M Tabem |
2013 watang Perubehan atas Undang-Undang Nomeor 23 Tabus 2006 temtmg Admmntam Kependedshan, |
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahan 2006 tentang Kecamstan |
6. Perstursn Presiden Nomor 96 Tabun 2018 temtang Persyaranaa dan Tma Can Peodafares Pesduduk dm |
1 Dasar Hukum Pepcstatan Sipil, |
7. Persturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tabun 2019 xomeg Pomarza Prizkosss Poasrss Prosaden |
Nomoe 96 Tehim 2018 tentang Persyzratan dan Tema Cara PendaSeran Peaduduk den Poncarian Sk |
8. Peraturan Meateri Dalam Negeri Nomor 109 Tabua 2019 testang Formaly do Buka yang dimmaian &l
9. Persturan Meateri Dalsm Negeri Nomor 52 Tebum 2011 t==mcg Sumder Operaswomal Prosedsr &
Lingkungan Provinsi, Kshupaten Kota.
10. Perstursn Menteri Pendsyagunas Aperstur Negan: daa Reformasi Broioess Nomor 35 Tabm 2012 wmtang
Pedoman Penyusunsn Standar Operasional Prosedur (SOP) Admmistrasi Pemersizhon.
11. Perstursn Bupati Lombok Tengeh Nomor 33 Tabun 2018 wotzzg Porshaban Ams Perzerza Bapan Nowmor
56 Tshun 2016 tentang Standsr Operasional Prosedur Pelsyanm Admisras Kepeodadulon pacs Dwmas
kependudukan dan Pencstatsn Sipil Kabuparea Lombok Teazh:
12. Perstursn Bupsti Lombok Tengzh Nomor 41 Tsbum 2019 teom=g Peadelepssam Schepan Kzweneagen
Bupati Kepads Camat.
5 | Persyaratan 1. Kartu Kehuarga (KK) Asly;
< | Pelayanan 1 EIralA
1. Pemchon datang membaws berias pengsjuan;
: . 2. Pemgss meneliti kelengkapan berkas
3 | Sistem, Mekanisme | 3 g i\ etenakapan berias benar petugas mengajukn kepada Sekoam Camar wmnek Smndsmmarer
dan Prosedur 3. Petugas melakuksn registresi pads buk resister Karta Kebasres:
5. P bilan Ksrtu Keluarga oleh Pemohon.
Jangka Waktu 5-10 menit (bila Pimpinan ada &i empst), spebily Pimpimenm dmes koar, malka berkes dapar domzal, dan
4 = mmammmmnmmmmmn@mpmmmw
Penyelesaian nomor telepon).
5 Biaya/Tarif Tidak ada.
6 Produk Layanan KTP=<l
Sarana Prasarana | y .
Komputer Printer, ATK, § dsn Buku Register.
7 atau Fasilitas putcrLaptop, St -
Kompetensi . M T sdministrasi dan prosodur pencrbiten kembali KIP-d yang berdods NIX demgma KX
3 2. Menguasai Undang-Undang tentang pemerintshan dsn Tats Naslah
Pelaksana 3. Mampu mengoperssikan Komputer dan mencsni shernstive p hes meselsh.
1. Kepals Seksi Pelayanan Umum;
9 Pengawasan Internal | 2. Sekcam
3. Camat
Penanganan 1. Kotk pengadusn
10 | Pengaduan, sasaran | 2. Website Kecamatan Batuklisng (keo-butullizng lomboktengshiah o id)
dan Masukan 3. Tekpon dan SMS Pengaduan : 083824355514
11 | Jumlah Pelaksana 5 Orang |
12 | Jaminan Pelayanan Sesuai Standar Pelsyanan |
Jaminan Keamanan
13 | dan  Keselamatan | Sesuai Maklumat Pelaysnan
Pelayanan
Evaluasi Kinerja -
14| pelaksana -

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

22. STANDAR PELAYANAN
KTP-el (SUDAH MEMILIKI KTP-el TETAPI RUSAK)

No. Komponen Uraian Ket.

1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah
Dacrah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tabun
2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor23 Tabun 2006

tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2006 tentang Kecamatan,

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

1 Dasar Hukum Pencatatan Sipil;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden
Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaflaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam
Administrasi Kependudukan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Provinsi, Kabupaten/Kota.

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOF) Administrasi Pemerintzhan.

11. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
56 Tahun 2016 Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas

-}

kependudukan dan Pencatatan Sipil‘biupaten Lombok Tengah;
12. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan

aw

Bupati Kepada Camat.
Persyaratan 1. Foto copy Kartu Keluarga (KK);
2 Pelayanan 2. KTP-el yang rusak.
1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan;
0 : 2. Petugas meneliti kelenghkapan berkas;
3 Sistem, Mekanisme 3. Setelah kelengkapan berkas benar petugas mengajukan kepada Sekcam/Camat untuk ditandatangani;
dan Prosedur 4. Petugas melakukan registrasi pada buku register Kartu Keluarga;
5. Pengambilan Kartu Keluarga olch Pemchon.
Ja.ngka Waktu 5-10 menit (bila Pimpinan ada di tempat), apabila Pimpinanm dinas luar, maka berkas dapat ditinggal, dan
4 5 apabila telah ditandatangani akan dihubungi oleh petugas via telepon (dengan catatan Pemohon meninggalkan
Penyelesalan nomor telepon).
5 Biaya/Tarif Tidak ada.
6 | Produk Layanan KTP-el
7 Sarana o Pras Komputer/Laptop, Printer, ATK, Stempel dan Buku Register.
atau Fasilitas
K etensi 1. Menguasai administrasi dan prosedur penerbitan kembali KTP-el yang rusalc
8 Omp 2. Menguasai Undang-Undang tentang pemerintahan dan Tata Naskah.
Pelaksana 3.  Mampu mengoperasikan Komputer dan mencari alternative pemecahan masalah.
1. Kepala Seksi Pelayanan Umum;
9 | Pengawasan Internal | 2. Sekcam
3. Camat
Penanganan 1. Kotak pengaduan 5
10 | Pengaduan, sasaran | 2. Website K. Batukliang (kec-batukliang lomboktengahkab. go.id)
dan Masukan 3. Telepon dan SMS Pengaduan : 0838243555 14

11 | Jumlah Pelaksana 5 Orang

12 Jaminan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan
Jaminan Keamanan
13 | dan Keselamatan | Sesuai Maklumat Pelayanan
Pelayanan
Bvaluasi Kinetja Setiap Tahun
Pelaksana

14

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

23. STANDAR PELAYANAN
KTP-el (SUDAH MEMILIKI KTP-¢l TETAPI HILANG)

No. Komponen Uraian Ket.
1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daemh sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan scbagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tabun
2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adwinistrasi Kependudukan;
5.  Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2006 tentang Kecamatan;
v 6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyamtan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
1 Dasar Hukum Pencatatan Sipil,
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden
Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftarun Penduduk dan Pencatata Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam
Administrasi Kependudukan,
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Provinsi, Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrosi Pemerintahan,
11. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atos Peraturun Bupati Nomor
56 Tabun 2016 Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas
kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah;
12. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegasian  Sebagian Kewenangan
Bupati Kepada Camat.
Persyaratan 1. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian,
2 Pelayanan 2. Foto copy Kartu Keluarga (KK).
1. Pemohon datang r berkas pengaj
- . 2. Pctugas meneliti kelengkapan berkas;
3 Sistem, Mekanisme 3. Sctcl%:h kelengkapan bSrlug benar petugas mengajukan kepada Sekcam/Camat untuk ditandatangani;
dan Prosedur 4. Petugas melakukan registrasi pada buku register Kartu Keluarga;
5. Pengambilan Kartu Keluarga oleh Pemohon.
ngka Waktu 5-10 menit (bila Pimpinan ada di tempat). apabila Pimpinanm dinas luar, maka berkas dapat dilin.ggal, don
4 1 apabila tclah ditandatangani akan dihubungi oleh petugas via telepon (dengan catatan Pemohon meninggalkan
Penyelesaian nomor telepon).
5 Biaya/Tarif Tidak ada.
6 Produk Layanan KTP-¢l
7 Sarana i Prasarana Komputer/Laptop, Printer, ATK, Stempel dan Buku Register.
atau Fasilitas l
9 1. Meng i administrasi dan prosedur penerbitan kemb li KTP-el yang hilang;
g | Kompetensi 2 Mengussai Undang-Undang tentang pemerintahan dan Tata Naskah.
Pelaksana 3. Mampu mengoperasikan Komputer dan mencari alternative p h luh
1. Kepala Scksi Pelayanan Umuny;
9 Pengawasan Internal | 2. Sekcam
3.  Camat.
Penanganan 1. Kotak pengaduan _ .
10 | Pengaduan, sasaran | 2. Wcbsite Kecamatan Batukliang (kec-batukliang lomboktengahkab.go.id)
dan Masukan 3. Tekpon dan SMS Pengaduan : 083824355514
11 Jumlah Pelaksana § Orang
12 | Jaminan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan
Jaminan Keamanan
13 | dan Keselamatan | Sesuai Maklumat Pelayanan
Pelayanan
Evaluasi Kinerja | ¢ o rahun
I Pelaksana -

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

24. STANDAR PELAYANAN
KTP-el (WNA INGIN MEMILIKI KTP-¢l)

No. Komponen Uraian Ret.
1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan Dacrah-Dacrah Tingkat [l dalam Wilayah
Dacrah-Dacrah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintshan Dacmah scbagaumana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubshan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Dacrah.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependuduk ba gai telah drubah
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 g Administrasi Kependudul
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor23 Tabun 2006
tentang Administrasi Kependudukan scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,
S.  Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2006 tentang Kecamatan,
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
1 Dasar Hukum Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden
Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam
Administrasi Kependudul
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Provinsi, Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Ncgara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.
11. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
56 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas
kependudukan dan P Sipil Kabupaten Lombok Tengah;
12. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Scbagian Ke 2
Bupati Kepada Camat.
1. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin atau pernah kawin;
2 Persyaratan 2. KartuKeluarga (KK);
Pelayanan 3. Dokumen perjalanan/ Paspor;
4. Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).
1. Pemohon datang membawa berkas pengaj
s : 2. Petugas meneliti kelengkapan berkas;
3 Sistem, Mekanisme 3. Setclah kelengkapan berkas benar petugas mengajukan kepada Sekcam/Camat untuk ditandatangani;
dan Prosedur 4 Petugas melakukan registrasi pada buku register Kartu Keluarga;
5. Pengambilan Kartu Keluarga oleh Pemohon.
Jangka Waktu | 5-10 ‘menit (bila Pimpinan ada di tempat), apabila Pimpinanm dinas Iuar, maka berkas dapat ditinggal, dan
4 i apabila telah ditandatangani akan dihubungi oleh petugas via telepon (dengan catatan Pemohon meninggalkan
Penyelesaian nomor telepon).
5 Biaya/Tarif Tidak ada.
6 Produk Layanan KTP-el
5 | Sarana  Prasarand | oo e anrop, Printer, ATK, Stompel dan Buku Register.
atau Fasilitas
- 1. M { administrasi dan prosedur penerbitan KTP-l bagi WNA;
8 Kompetenst 2. Menguasai Undang-Undang tentang pemerintahan dan Tata Naskah.
Pelaksana 3. Mamp ikan Komputer dan mencari alternative p h lah
1. Kepala Seksi Pelayanan Umum;
9 | Pengawasan Internal | 2. Sekcam
3. Camat.
Penanganan 1. Kotak pengaduan
10 | Pengaduan, sasaran | 2. Website Kecamatan Batukliang (kec-batukliang lombok hkab,go.id)
dan Masukan 3. Telepon dan SMS Pengaduan : 083824355514
11 | Jumlah Pelaksana 5 Orang
12 | Jaminan Pelayanan Sesuaj Standar Pelayanan
Jaminan Keamanan
13 | dan  Keselamatan | Sesuai Maklumat Pelayanan
Pelayanan
Evaluasi Kinerja ;
4 Setiap Tahun
: Pelaksana -

—
""\4\1

E Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

25, STANDAR PELAYANAN

LEGALISASI SURAT PENGANTAR KETERANGAN PINDAH (ANTAR
KABUPATEN/ PROVINSI)

Nu, Konpanen Uraian | Bet
1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang pembentokean Dacruh-Dacrub Tmghkat I Sulsre Wievab
Dacrah-Daemh Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tengzara Timur,
2. Undang-Undang Nomar 23 Tahun 2014 tentang pemerimizhan Dacrah schammmane ieish dwhat denger
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Peruhshan Kedua Ams Undang-Undang Nomor 23 Tabhar
2014 tentang Pemerintahan Dacrah.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependuduien schegrmmane wisk el
dengan Undang-Undang Nomaor 24 Tahun 2013 tentang Porvbshan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahur
2000 tentang Administrasi Kependudukan; {
4. Deraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanzen Undang-Undane Nomoe23 Tahue 2002 |
tenrang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubsh dengan Undang-Undene Nomer 22 Tabun | {
2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Admmistes: Rependudukar,
% Peratumn Pemenintah Nomor 19 tahun 2006 tentang Kecamatan;
6.  Peraturan Presiden Nomar 96 Tabun 2018 tentang Persyarstan dan Tai Cars Pendefrae Penduduk gar
1 Dasar Hukum Peneatatan Sipil; {
7. Pematiran Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Peleisene Peramran Presiden | !
Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tsta Cara Pendafiaran Penduduk dm Pancammn Spit !
8, Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Bukn yang dizumaian éeiam i
Administrasi Kependudukan;
9, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tshun 2011 tentang Stander Opemesiomal Prosedr &
Lingkungan Provinsi, Kabupaten/Kota.
10, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparstur Negara dan Reformasi Brokrasi Nomor 35 Teime 2012 wmme |
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOF) Adminiswasi Pemermizhan. |
11, Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 33 Tashun 2018 tentang Perohahan Ates Peatran Supen Nomor |
56 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Admmisresi Kependuduksn pase Dimes
kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabopaten Lombok Tengah: i
12, Pemturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelogasian  Schemian Kewznanpsn
Bupati Kepada Camat, | {
— 1. Surat Pengantar Keterangan Pindah dan Desa; { {
2 [:‘ TSywratan 2. Foto copy Kartu Keluarga (KK); | |
Pelayanan 3. Foto copy KTP<l. | |
1. Pemohon datang bawa berkas pengay ] |
iste skanieme | 2. Petugas menelit kelengkspan berkas; { |
3 SmLi“' Mekanisme 3. Setelah kelengkapan berkas benar petugas mengajukan kepada Sekcam/Camat umuk Suandamenns | {
dan Prosedur 4. Petugas melakukan registrasi pada buku register Karta Kehaarga; E !
5. Pengambilan Kartu Keluargs oleh Pernohon, ] {
un\gkn Waktu 5-10 menit (bila Pimpinan ada di tempst), spsbila Pimpinanm dinzs kuer, meka berkes dopm diomgeel aon | !
4 . apabila telah ditandatungani akan ditubungi olch petugas via telopon (ongan catstan Pemabon mommezalian | {
P“"yﬂesmm nomor telepon). | ‘
5 Biaya/Tarif Tidak ada, ,
6 | Produk Layanan Legalisasi Surat P K Pindsh ] |
Sarana  Prasarana | . . l |
omputer/Lapto ter, ATK, S dan Buku R b {
7 atau Fasilitas i plop, Prinke, ATK, Stenpel e ! |
Kompetensi 1. Menguasai administrasi dan prosedur Legalisasi Surat Pengantar Keterangan Pmdak; ) .
] 2. Menguasai Undang-Undang tentang pemerintahan dan Tata Nasksh { H
Pelaksana 3. Mampu mengoperasikan Komputer dan mencari alternative p h 1sh i |
1. Kepala Seksi Pelayanan Unum; |
9 Pengawasan Intemal | 2. Sckeam I
3. Camat.
Penanganan 1. Kotk pengaduan |
10 | Pengaduan, sasaran | 2. Websitc Kecamatan Batulliang (kec-batukliang lomboktengshish go.id) i
dan Masukan 3. Telepon dan SMS Pengaduan : 083824355514 i
11 | Jumlah Pelaksana 5§ Orang 1
12| Jaminan Pelayanan | Sesuai Standar Pelayanan |
Jaminan Keamanan
13 | dan  Keselamatan | Sesuai Maklumat Pelayanan
Pelayanan
3 N e, :
14 Evaluasi Kinerja | inp Tolu 1

Pelaksana

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

26. STANDAR PELAYANAN
AKTA KELAHIRAN (ORANG TUA MEMILIKI BUKU NIKAH)

No. Komponen Uralan Net.
1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan Dacrah-Daerah Tinghat Il dalam Wilayah
Dacrah-Daerah Tingkat [ Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggam T,
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintaban Dacrah sebagaimana telsh diubah dengan
Undang-Undaug Nowmor 9 Tuhun 2018 teatang Perubatan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahua
2014 tentang Pemerintahan Dacrah,
3. Undang-Undang Nomor 23 Tohun 2006 tentang Administrsi Kependudukan schagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Adwinistrusi Kependudukan;
4. Pemturan Pomerintah Nomor 40 tabun 2019 tentaug Poluksanaan Undang-Undang Nomor23 Tahun 2000
tentung Administrasi Kependudukun sebag i telah diubah dengan Undang-Undang Nowor 24 Tahun
2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nowmor 23 Tahun 2006 tentang Adwinistrasi Kependudukan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2006 tentang Kecamatang '
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendattaran Penduduk dan
1 Dasar Hukum Pencatatan Sipily
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden
Nowor 96 Tabun 2018 tentang Persyarutun dan Tata Cuo Pendatt Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peruturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam
Administmsi Kependudub
9. Peraturan Menteri Datam Negeri Nowmor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Pr dur di
Lingkungan Provinsi, Kabupat /Kota,
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negarn dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tuhun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan,
11. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
56 Tahun 2016 tentang Standar Opensional Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas
kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah;
12. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Scbagian Kewenangan
Bupati Kepada Camat.
1. Mengisi Formulit KK (F.2-01) yang ditandatangani oleh Kepala Keluarga dan diketahui oleh Kepala Dusun
dan Kepala Desa;
Persyaratan 2. Surat Keterangan Kelahiran dari Dokter/ Bidan/ Penolong Kelabiran/ SPTIM Kebenaran Data Kelahiran:
2 3. Foto copy Buku Nikatv Kutipan Akta Perkuwinan;
Pelayanan 4 Kartu Keluarga (KK) Asli
5. Foto copy KTP-cl orang tua;
6. Foto copy KTP-¢l 2 orang saksi kelahiran,
1. Pemoton datang b berkns p 1]
: ot 2. Petugas mencliti kelenghapan berkas;
3 Sistem, Mekanisme 3. Setelah kelengkapan berkas bepar petugas mengajukan kepada SekcanyCamat untuk ditandatangani;
dan Prosedur 4. Petugas melakukan registrasi pada buku register Kartu Keluarga;
5. Pengambilan Kartu Keluarga olch Pemohon.
Jangka Waktu 5-10 menit (bila Pimpinan ada di tempat), apabila Pimpinanm dinas luar, maka berkas dapat ditinggal, dan
4 - apabila telah ditand i akan dilwbungi olch petugas via telepon (dengan catatan Pemohon meninggalkan
Penyelesaian nomor telepon).
5 Biaya/Tarif Tidak ada.
6 Produk Layanan Akta Kelahiran.,
7 Sarana o Prasarana Komputer/Laptop, Printer, ATK, Stempel dan Buku Register.
atau Fasilitas
Kompctcnsi 1. Menguasai adninistrasi dan prosedur penerbitan Akta Kel hiran (Orung tua iliki Buku Nikah);
8 2. Menguasai Undang-Undang tentang pemerintahan dan Tata Naskah.
Pelaksana 3. Mampu mengoperusikan Komputer dan mencari alternative pemecahan lah
1. Kepala Seksi Pelayanan Umum;
9 Pengawasan Internal | 2. Sckeam
3. Camat.
Penanganan 1. Kotak pengadun
10 | Pengaduan, sasaran | 2. WebsitoK Batukliang (kec-batukliang. lombokicugahkab.go.id)
dan Masukan 3. Telepon dan SMS Pengaduan : 083824355514
11 | Jumlah Pelaksana S Orang
12 | Jaminan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan
Jaminan Keamanan
13 | dan Keselamatan | Sesuai Maklumat Pelayanan
Pelayanan
Evaluasi Kinerja .
Setiap Tah
14 Pelaksana iy

Dipindai dengan CamScanner
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27. STANDAR PELAYANAN
AKTA KELAHIRAN (ORANG TUA TIDAK MEMILIKI BUKU NIKAH)

No.

Komponen

Uraian

Ket.

Dasar Hukuml

2N

10.

11.

—
N

Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan Dacrah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah
Dagrah-Dacrah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintzhan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan;
Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2006 tentang Kecamatan,
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden
Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam
Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
Lingkungan Provinsi, Kabupaten/Kota.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintzhan.
Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
56 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas
kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah;

Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan
Bupati Kepada Camat.

52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di

Persyaratan
Pelayanan

—

Mengisi Formulir KK (F.2-01) yang ditandatangani oleh Kepala Keluarga dan diketahui oleh Kepala Dusun
dan Kepala Desa;

Surat Keterangan Kelahiran dari Dokter/ Bidan/ Penolong Kelahiran/ SPT/M Kebenaran Data Kelahiran;
SPTJM Kebenaran sebagai pasangan suami istri;

Kartu Keluarga (KK) Asli;

Foto copy KTP-¢l orang tua;

Foto copy KTP-¢l 2 orang saksi kelahiran

Sistem, Mekanisme
dan Prosedur

VpwNElaRRwN

Pemohon datang membawa berkas pengajuan;

Petugas meneliti kelengkapan berkas;

Setelah kelengkapan berkas benar petugas mengajukan kepada Sekcam/Camat untuk ditandatangani;
Petugas melakukan registrasi pada buku register Kartn Keluarga;

Pengambilan Kartu Keluarga oleh Pemohon.

Jangka
Penyelesaian

Waktu

5-10 menit (bila Pimpinan ada di tempat), apabila Pimpinanm dinas luar, maka berkas dapat ditinggal, dan
apabila telah ditandatangani akan dihubungi oleh petugas via telepon (dengan catatan Pemohon meninggalkan
pomor telepon).

Biaya/Tarif

Tidak ada.

Produk Layanan

Akta Kelahiran..

Q o] B

Sarana Prasarana
atau Fasilitas

Komputer/Laptop, Printer, ATK, Stempel dan Buku Register.

Kompetensi
Pelaksana

Menguasai administrasi dan prosedur penerbitan Akta Kelahiran (Orang tua tidak memiliki Buku Nikah);
Menguasai Undang-Undang tentang pemerintahan dan Tata Naskah.
Mampu mengoperasikan Komputer dan mencari alternative pemecahan masalah.

Pengawasan Internal

Kepala Seksi Pelayanan Umum;
Sekcam
Camat.

10

Penanganan
Pengaduan, sasaran
dan Masukan

N N el

Kotak pengaduan / )
Website Kecamatan Batukliang (kec-batuklxang.lomboktengahknb.go.ld)
Telepon dan SMS Pengaduan : 083824355514

11

Jumlah Pelaksana

5 Orang

12

Jaminan Pelayanan

Sesuai Standar Pelayanan

13

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

Sesuai Maklumat Pelayanan

14

Evaluasi
Pelaksana

Kinerja

Setiap Tahun

Dipindai dengan CamScanner
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28. STANDAR PELAYANAN
AKTA KELAHIRAN (ORANG TUA TIDAK PERNAH MENIKAH)

No.

Komponen

Uraian

Dasar Hukum

13. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan Dacrah-Dacrah Tingkat [I dalam Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daemh secbagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Dacrah.

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan;

16. Peraturan Pemerintzh Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2006 tentang Kecamatan,

18. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendafiaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden
Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendafiaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam
Administrasi Kependudukan;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Provinsi, Kabupaten/Kota.

22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

23. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
56 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas
kependudukan dan P Sipil Kabupaten Lombok Tengah;

24. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Scbagian Kewenangan
Bupati Kepada Camat.

(38

Persyaratan
Pelayanan

1. Mengisi Formulir KK (F.2-01) yang ditandatangani oleh Kepala Keluarga dan diketahui oleh Kepala Dusun
dan Kepala Desa;

Surat Keterangan Kelahiran dari Dokter/ Bidan/ Penolong Kelahiran/ SPTJM Kebenaran Data Kelahiran;

Kartu Keluarga (KK) Asli ayali/ ibw/ orang lain di mana anak tersebut akan dicatumkan scbagai anggota di

dalam Kartu Keluarga (KK);

Foto copy KTP-¢l orang tua/ salah satu orang tua;

Foto copy KTP-¢l 2 orang saksi kelahiran.

el

Sistem, Mekanisme
dan Prosedur

Pemohon datang membawa berkas pengajuan;

Petugas meneliti kelengkapan berkas;

Setelah kelengkapan berkas benar petugas mengajukan kepada Sekcam/Camat untuk ditandatangani;
Petugas melakukan registrasi pada buku register Kartu Keluarga;

. Pengambilan Kartu Keluarga oleh Pemohon.

N Bl R O

Jangka Waktu

Penyelesaian

510 menit (bila Pimpinan ada di tempat), apabila Pimpinanm dinas luar, maka berkas dapat ditinggal, dan
apabila telah ditandatangani akan dihubungi oleh petugas via telepon (dengan catatan Pemohon meninggalkan
nomor telepon).

Biaya/Tarif

Tidak ada.

Produk Layanan

Akta Kelahiran

Q |[av|w]| ~

Sarana Prasarana
atau Fasilitas

Komputer/Laptop, Printer, ATK, Stempel dan Buku Register.

Kompetensi
Pelaksana

Menguasai administrasi dan prosedur penerbitan Akta Kelahiran (Orang tua tidak pernah menikah);
Menguasai Undang-Undang tentang pemerintahan dan Tata Naskah.
Mampu mengoperasikan Komputer dan mencari altemative pemecahan lak

Pengawasan Internal

Kepala Seksi Pelayanan Umum;
Sekcam
Camat.

10

Penanganan
Pengaduan, sasaran
dan Masukan

Kotak pengaduan
Website Kecamatan Batukliang (kec-batukliang lomboktengahkab.go.id)
Telepon dan SMS Pengaduan : 083824355514

W W N

11

Jumlah Pelaksana

5 Orang

12

Jaminan Pelayanan

Sesuai Standar Pelayanan

13

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

Sesuai Maklumat Pelayanan

14

Evaluasi
Pelaksana

Kinerja

Setiap Tahun

E Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

29. STANDAR PELAYANAN
SURAT PENGANTAR PENYALURAN DD TAHAP 1

No. Komponen Uratan hat.
1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentany pcmlwnlukfm Daerah-Daerih
Tingkat I dalam Wilayah Dacrah-Dacrah Tinghat | Dali, Nusa Tenggara Barat,
Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Dacrah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang PPerubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2006 tentang Kecamatan,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undung
1 Dasar Hikiin Undang Nomor 8 1.‘nlmu 2014 tentang Desa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standur
Operasional Prosedur di Lingkungan Provinsi, Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Retormasi Birokrasi Nomor
35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOI)
Administrasi Pemerintahan.
8. Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor L1 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Peraturan Desa.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentung Pengeloluan
Keuangan Desa.
10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegusion
Scbagian Kewenangan Bupati Kepada Camat. I
P Persyaratan 1. Perdes APBDes tahun bc:rken'.um:
Pelayanan 2. Pemyataan Ifcrlm\ggm\g]a\mbm\ Mutlak Kepala Desa;
3. Laporan hasil monev desa pelaksanaan DD tahap 3 tahun sebelumnya,
1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan;
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas;
Sister, Mekanisme 3. S.elelah kelcng.,l.capml berkas benar petugas mengajukan kepada Sekeay/Camat untuk
3 dein Prosedur ditandatangani;
4. Petugas melakukan registrasi pada buku register Rekomendasi Penyaluran DD
Tahap 1;
5. Pengambilan Rekomendasi Penyaluran DD Tahap 1 oleh Pemohon. o
Jangks Waktu 60 menit (bila Pimpinan ada di tempat), apubila Pimpinanm dinas luar, maka berkas
4 ; dapat ditinggal, dan apabila telah ditandatangani akan dihubungi oleh petugas via
Penyelesaian telepon (dengan catatan Pemohon meninggalkan nomor telepon).
5 | Biaya/Tarif Tidak ada.
6 | Produk Layanan Surat Pengantar Penyaluran DD Tahap [
7 :f;ﬁ;silita]:asma Komputer/Laptop, Printer, ATK, Stempel dan Buku Register.
5 1. Menguasai administrasi dan prosedur Rekomendasi Penyaluran DD Tahap 13
8 Rofipetensi 2. Menguasai Undang-Undang tentang Desa dan Tata Naskah,
Pelaksana 3. Mampu mengoperasikan Komputer dan mencari alternative pemecahan masalah,
1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9 Pengawasan Internal | 2. Sekcam
3. Cuamat.
Penanganan 1. Kotak pengaduan
10 | Pengaduan, sasaran | 2. Website Kecamatan Batukliang (kcc-baluklim\g.lomboklcngahkub.go.{d)
dan Masukan 3. Telepon dan SMS Pengaduan : 083824355514
11 | Jumlah Pelaksana 5 Orang
12 | Jaminan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan
Jaminan Keamanan
13 | dan  Keselamatan | Sesuai Maklumat Pelayanan
Pelayanan —
14 EZ?;E:::Im L Setiap Tahun

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

30. STANDAR PELAYANAN
SURAT PENGANTAR PENYALURAN DD TAHAP 2

No, Komponen Uraian Ket,

1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Dacrah
Tingkat Il dalam Wilayah Dacrah-Dacrah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat,
Nusa Tenggara Timur;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2006 tentang Kecamatan,

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Desa.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Provinsi, Kabupaten/Kota.

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan,

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tceknis
Peraturan Desa.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa.

10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegasian
Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

9

o

1 Dasar Hukum

Persyaratan 1. Laporan realgsasi Penyerapan dan Capaian Output DD tahun sebelumnya;
2 Pelayanan 2. Laporan realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD tahap 1;
3. Laporan hasil monev desa pelaksanaan DD tabap 1 tahun berkenaan.
1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan;
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas;
Sistem, Mekanisme 3. S.etclah kelcngkapan berkas benar petugas mengajukan kepada Sckcam/Camat untuk
4 dan Prosedur e
4. Petugas melakukan registrasi pada buku register Rekomendasi Penyaluran DD
Tahap 2;
5. Pengambilan Rekomendasi Penyaluran DD Tahap 2 oleh Pemohon.
Yagha Waktu 60 menit (bila Pimpinan ada di tempat), apabila Pimpinanm dinas lvar, maka berkas
4 Pengslesslin dapat ditinggal, dan apabila telah ditandatangani akan dihubungi oleh petugas via
telepon (dengan catatan Pemohon meninggalkan nomor telepon).
5 | Biaya/Tarif Tidak ada.
6 Produk Layanan Surat Pengantar Penyaluran DD Tahap 2
ztaarliull::xsili tal;rasarana Komputer/Laptop, Printer, ATK, Stempel dan Buku Register.
Kompetensi 1. Menguasai administrasi dan prosedur Rekomendasi Penyaluran DD Tahap 2;
8 Peldksana 2. Menguasai Undang-Undang tentang Desa dan Tata Naskah.
3. Mampu mengoperasikan Komputer dan mencari alternative pemecahan masalah,
1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9 | Pengawasan Internal | 2. Sekcam
3. Camat.
Penanganan 1. Kotak pengaduan
10 | Pengaduan, sasaran | 2. Website Kecamatan Batukliang (kec-batukliang.lomboktengahkab.go.id)
dan Masukan 3. Telepon dan SMS Pengaduan : 083824355514

11 | Jumlah Pelaksana 5 Orang

12 | Jaminan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan
Jaminan Keamanan
13 | dan  Keselamatan | Sesuai Maklumat Pelayanan
Pelayanan

Evaluasi Kinerja
Pclaksana

14 Setiap Tahun

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

31. STANDAR PELAYANAN
SURAT PENGANTAR PENYALURAN DD TAHAP 3

No. Komponen Uraian Ket.

1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah
Tingkat IT dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat,
Nusa Tenggara Timur;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2006 tentang Kecamatan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Desa.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Provinsi, Kabupaten/Kota.

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Peraturan Desa.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa.

10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegasian
Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

1. Laporan realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD tabap 2 minimal 90%
penyerapan dan minimal 75% keluaran;

1 Dasar Hukum

Persyaratan

2 Pelayanan 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting Tahun Anggaran sebelumnya;
3. Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa;
4. Laporan hasil monev desa pelaksanaan DD tahap 2 tahun berkenaan.
1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan;
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas;
Sistem, Mekanisme 3. S.etelah keleng_?apan berkas benar petugas mengajukan kepada Sekcam/Camat untuk
3 dan Prosedur ditandatangani; < . < :
4. Petugas melakukan registrasi pada buku register Rekomendasi Penyaluran DD
Tahap 3;
5. Pengambilan Rekomendasi Penyaluran DD Tahap 3 oleh Pemohon.
Jangka Waktu 60 menit (bila Pimpinan ada di tempat), apabila Pimpinanm dinas luar, maka berkas
4 . dapat ditinggal, dan apabila telah ditandatangani akan dihubungi oleh petugas via
Penyelesaian telepon (dengan catatan Pemohon meninggalkan nomor telepon).
5 Biaya/Tarif Tidak ada.
Produk Layanan Surat Pengantar Penyaluran DD Tabap 3
Sta:xull-‘?asili taf;rasarana Komputer/Laptop, Printer, ATK, Stempel dan Buku Register.
; 1. Menguasai administrasi dan prosedur Rekomendasi Penyaluran DD Tahap 3;
8 Kompetens; 2. Menguasai Undang-Undang tentang Desa dan Tata Naskah.
e 3. Mampu mengoperasikan Komputer dan mencari alternative pemecahan masalah.
1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9 Pengawasan Internal | 2. Sekcam
3. Camat.
Penanganan 1. Kotak pengaduan
10 | Pengaduan, sasaran | 2. Website Kecamatan Batukliang (kec-batukliang.lomboktengahkab.go.id)
dan Masukan 3. Telepon dan SMS Pengaduan : 083824355514

11 | Jumlah Pelaksana 5 Orang

12 | Jaminan Pelayanan | Sesuai Standar Pelayanan
Jaminan Keamanan
13 | dan  Keselamatan | Sesuai Maklumat Pelayanan
Pelayanan

14 Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Setiap Tahun

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

32. STANDAR PELAYANAN
SURAT PENGANTAR PENYALURAN ADD TAHAP 1

Wl Komponen Uraian Ket.
1. U}ldang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah
Tingkat IT dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat,
Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2006 tentang Kecamatan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undan g-
1 5 W . Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Desa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahum 2011 tentang Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Provinsi, Kabupaten/Kota,
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Peraturan Desa.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa.
10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegasian
Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.
1. Perdes APBDes tahun berkenaan;
2. Perdes Kewenangan Desa;
3. Laporan Akhir penggunaan ADD tahun sebelumnya sesuai SISKEUDes;
2 Persyaratan 4. Laporan Aset Desa sesuai SIPADes;
Pelayanan 5. Data Perangkat Desa;
6. Keputusan Kepala Desa tentang Siltap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa,
dan BPD tahun berkenaan,;
7. Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa. -
1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan;
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas;
Sistem, Mekenisme 3. Sf:telah keleng}(apan berkas benar petugas mengajukan kepada Sekcam/Camat untuk
? dan Prosedur difandlatangani; ; ; ; ;
4. Petugas melakukan registrasi pada buku register Rekomendasi Penyaluran ADD
Tahap 14
5. Pengambilan Rekomendasi Penyaluran ADD Tahap 1 oleh Pemohon.
60 menit (bila Pimpinan ada di tempat), apabila Pimpinanm dinas luar, maka berkas
4 S ; Wiakin dapat ditinggal, dan apabila telah ditandatangani akan dihubungi oleh petugas via
Penyelesaian telepon (dengan catatan Pemohon meninggalkan nomor telepon).
5 Biaya/Tarif Tidak ada.
6 Produk Layanan Surat Pengantar Penyaluran ADD Tahap 1
7 :;rualll:aasili taPsrasarana Komputer/Laptop, Printer, ATK, Stempel dan Buku Register.
; 1. Menguasai administrasi dan prosedur Rekomendasi Penyaluran ADD Tahap 1;
g | Kompetensi 2. Menguasai Undang-Undang tentang Desa dan Tata Naskah.
Falsak 3. Mampu mengoperasikan Komputer dan mencari alternative pemecahan masalah.
1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9 Pengawasan Internal | 2. Sekcam
3. Camat.
Penanganan 1. Kotak pengaduan ) )
10 | Pengaduan, sasaran | 2. Website Kecamatan Batukliang (kec-batukliang.Jomboktengahkab.go.id)
dan Masukan 3. Telepon dan SMS Pengaduan : 083824355514
11 | Jumlah Pelaksana 5 Orang
12 | Jaminan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan
Jaminan Keamanan
13 | dan  Keselamatan | Sesuai Maklumat Pelayanan
Pelayanan
Evaluasi Kinerja ;
i Pelaksana peting Faln

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

33. STANDAR PELAYANAN
SURAT PENGANTAR PENYALURAN ADD TAHAP 2

No. Komponen Uratan Ket.
1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah
Tingkat IT dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat,
Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubshan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2006 tentang Kecamatan,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-
1 Dasar Hukum Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Desa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Provinsi, Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tzhun 2014 tentang Pedoman Teknis
Peraturan Desa. '
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa.
10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegasian
Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.
1. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes per sumber dana ADD tahap 1 dengan
Persyaratan realisasi minimal 50%; o )
2 Pel 2. Perdes Laporan Realisasi Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes tahun
elayanan :
sebelumnya;
3. Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak Kepala Desa.
1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan;
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas;
. Sistem, Mekanisme 3. Siettae;gh;l;gaslgil;capan berkas benar petugas mengajukan kepada Sekcam/Camat untuk
dan Prosedur 4, Petugas melakukan registrasi pada buku register Rekomendasi Penyaluran ADD
Tahap 2;
3 Pengagmbi]an Rekomendasi Penyaluran ADD Tahap 2 oleh Pemohon.
60 menit (bila Pimpinan ada di tempat), apabila Pimpinanm dinas luar, maka berkas
g |Jengka  Waktu | o Gitinggal, dan apabila telah ditandatangani akan dihubungi oleh petugas via
Penyeleszian telepon (dengan catatan Pemohon meninggalkan nomor telepon).
5 | Biaya/Tarif Tidak ada.
6 Produk Layanan Surat Pengantar Penyaluran ADD Tahap 2
7 S;ISI;Aasmmirasarana Komputer/Laptop, Printer, ATK, Stempel dan Buku Register.
: 1. Menguasai administrasi dan prosedur Rekomendasi Penyaluran ADD Tahap 2;
8 Kompetensi 2. Menguasai Undang-Undang tentang Desa dan Tata Naskah.
Pelaksana 3. Mampu mengoperasikan Komputer dan mencari alternative pemecahan masalah.
1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9 | Pengawasan Internal | 2. Sekcam
3. Camat.
Penanganan 1. Kotak pengaduan )
10 | Pengaduan, sasaran | 2. Website Kecamatan Batukliang (kec-batukliang.lomboktengahkab.go.ld)
dan Masukan 3. Telepon dan SMS Pengaduan : 083824355514
11 | Jumlah Pelaksana 5Orang
12 | Jaminan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan
Jaminan Keamanan
13 | dan  Keselamatan | Sesuai Maklumat Pelayanan
Pelayanan
14 gzgllclsa::m Kinerja Setiap Tahun

B
L

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

34, STANDAR PELAYANAN
SURAT PENGANTAR PENYALURAN ADD TAHAP 3

No. | Komponen Uraian Ket.
1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah
Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat,
Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2006 tentang Kecamatan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-
1 Dasar Hukum Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Desa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Provinsi, Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Peraturan Desa.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa.
10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegasian
" Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.
1. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes per sumber dana ADD sampai dengan tahap
2 Persyaratan 2 berdasarkan SISKEUDes dengan realisasi minimal 75%b;
Pelayanan 2. Laporan pelaksanaan APBDes semester pertama berdasarkan SISKEUDes;
3. Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak Kepala Desa.
1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan;
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas;
Sistem, Mekanisme 3. S?telah keleng.l‘(apan berkas benar petugas mengajukan kepada Sekcam/Camat untuk
’ dan Prosedur ditandatangani;
4, Petugas melakukan registrasi pada buku register Rekomendasi Penyaluran ADD
Tahap 3; .
5. Pepgambilan Rekomendasi Penyaluran ADD Tahap 3 oleh Pemohon.
Jangka Waktu 60 menit (bila Pimpinan z.ada di temgat), apabila Pimpinanm dinas luar, maka berkas
4 Penyelesaian dapat ditinggal, dan apabila telah ditandatangani akan dihubungi oleh petugas via
telepon (dengan catatan Pemohon meninggalkan nomor telepon).
5 | Biaya/Tarif Tidak ada.
6 | Produk Layanan Surat Pengantar Penyaluran ADD Tabap 3
iﬁaasili ta};rasarana Komputer/Laptop, Printer, ATK, Stempel dan Buku Register.
Kompetensi 1. Menguasai administrasi dan prosedur Rekomendasi Penyaluran ADD Tahap 3;
8 Bafuksan 2. Menguasai Undang-Undang tentang Desa dan Tata Naskah,
3. Mampu mengoperasikan Komputer dan mencari altemnative pemecahan masalah.
1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9 Pengawasan Intemal | 2. Sekcam
3. Camat.
Penanganan 1. Kotak pengaduan
10 | Pengaduan, sasaran | 2. Website Kecamatan Batukliang (kec—batukliang.lomboktengahkab.go.id)
dan Masukan 3. Telepon dan SMS Pengaduan : 083824355514
11 | Jumlah Pelaksana 50rang
12 | Jaminan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan
Jaminan Keamanan
13 | dan  Keselamatan | Sesuai Maklumat Pelayanan
Pelayanan
valuasi inerj e
14 gelaksaxlm Kateia Setiap Tahun

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

35. STANDAR PELAYANAN
SURAT PENGANTAR PENYALURAN ADD TAHAP 4

No. Komponen Uraian Ket,

1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Dacrah
Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Dacrah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat,
Nusa Tenggara Timur;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2006 tentang Kecamatan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Desa.

: Psor Hizkumy 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Provinsi, Kabupaten/Kota.

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Peraturan Desa.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa.

10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegasian
Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

Persyaratan 1. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes per sumber dana ADD sampai dengan tahap

3 berdasarkan SISKEUDes dengan realisasi minimal 90%;

Pelayanan

2. Pemyataan Pertanggung Jawaban Mutlak Kepala Desa.
1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan;
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas;
Sistes, “Miskanianie 3. S_eielah kelenglfapm berkas benar petugas mengajukan kepada Sekcam/Camat untuk
4 dan Prosedur ditandatangani; o . 2
4. Petugas melakukan registrasi pada buku register Rekomendasi Penyaluran ADD
Tahap 4;
5. Pengambilan Rekomendasi Penyaluran ADD Tahap 4 oleh Pemohon.
Jangka waktu | & menit (bila Pimpinan ada di tempat), apabila Pimpinanm dinas luar, maka berkas
4 Penvelesai dapat ditinggal, dan apabila telah ditandatangani akan dihubungi oleh petugas via
Sipeicsaian telepon (dengan catatan Pemohon meninggalkan nomor telepon).
5 | Biaya/Tarif Tidak ada.
6 Produk Layanan Surat Pengantar Penyaluran ADD Tahap 4
7 zta;‘z::;‘zsmt:;rasarana Komputer/Laptop, Printer, ATK, Stempel dan Buku Register. ‘
Kompetensi 1. Menguasai administrasi dan prosedur Rekomendasi Penyaluran ADD Tahap 4;
8 Pel al?s i 2. Menguasai Undang-Undang tentang Desa dan Tata Naskah.
3. Mampu mengoperasikan Komputer dan mencari alternative pemecahan masalah.
1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9 Pengawasan Internal | 2. Sekcam
3. Camat.
Penanganan 1. Kotak pengaduan
10 | Pengaduan, sasaran | 2. Website Kecamatan Batukliang (kec-batukliang.lomboktengahkab.go.id)
dan Masukan 3. Telepon dan SMS Pengaduan : 083824355514

11 | Jumlah Pelaksana 5 Orang

12 | Jaminan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan
Jaminan Keamanan
13 | dan  Keselamatan | Sesuai Maklumat Pelayanan
Pelayanan

Evaluasi Kinerja .
14 Pelaksana Setiap Tahun

B
v

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

36. STANDAR PELAYANAN
PENGECEKAN DOKUMEN PERSYARATAN EVALUASI RAPBDes MURNY/

RAPBDes PERUBAHAN
No. Kotmponen Uraian Ket.
1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan Dacrah-Dacrah Tingkat II dalam
Wilayah Dacrah-Dacrah Tingkat [ Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2006 tentang Kecamatan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang
1 Deasar Hkum Nomor § Tahun 2014 tentang Desa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur
di Lingkungan Provinsi, Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi
Pemerintahan.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan
Desa.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian
Kewenangan Bupati Kepada Camat.
1. Dokumen utama Perdes APBdes;
2. Surat Pengantar;
3. Berita Acara Kesepakatan BPD dengan pemdes;
4. Perdes RKPDes;
5. Perdes Laporan Realisasi Pertanggungjawaban APBDes tabun sebelumnya;
6. Perdes Kewenangan Desa;
7. Perdes SOTK;
2 Persyaratan Pelayanan 8. Perkades Penjabaran APBDes;
9. Perdes Dana Cadangan;
10. Perdes Pembentukan BUMDes;
11. Perdes Penyertaan Modal;
12. Hasil Uji Kelayakan untuk Penyertaan Modal;
13. Laporan Pertanggungjawaban BUMDes tahun sebelumnya;
14. RAB APBDes;
15. Hasil entry data profil desa.
R s 1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan;
3 Sistem, Mekanisme | 5 Pengecekan dokumen pengecekan dokumen persyaratan  Evaluasi APBDes/ Perubahan
dan Prosedur APBDes.
Saaghi Waktu 60 menit (bila Pimpinan ada di tempat), apabila Pimpinanm dinas luar, maka berkas dapat
4 Penyelesai ditinggal, dan apabila telah ditandatangani akan dihubungi oleh petugas via telepon (dengan catatan
S Pemohon meninggalkan nomor telepom).
5 Biaya/Tarif Tidak ada.
6 Produk Layanan Ceklist Dokumen Persyaratan Evaluasi RAPBDes Murni/ RAPBDes Perubahan.
z:;’;;:mma __ Komputer/Laptop, Printer, ATK, Stempel dan Buku Register.
1. Menguasai administrasi dan prosedur pengecekan dokumen persyaratan evaluasi APBDes
8 Kompetensi Pelaksana Muroi/ AP.BDCS Peruhahan;
2. Menguasai Undang-Undang tentang Desa dan Tata Naskah.
3. Mampu mengoperasikan Komputer dan mencari alternative pemecahan masalah.
1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9 Pengawasan Internal 2. Sekcam
3. Camat.
Penanganan 1. Kotak pengaduan
10 | Pengaduan, sasarandan | 2. Wcbsite Kecamatan Batukliang (kec-batukliang.lomboktengahkab.go.id)
Masukan 3. Telepon dan SMS Pengaduan : 083824355514
11 Jumlah Pelaksana 5 Orang
12 Jaminan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan
13 gﬁ?;‘;;;m;i?:;agx Sesuai Maklumat Pelayanan
14 IEZI“::::m DaREDs Setiap Tahun

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

37. STANDAR PELAYANAN
EVALUASI RAPBDes MURNI/ RAPBDes PERUBAHAN

No.

Komponen

Uraian

Ket.

Dasar Hukum

s

—
(=]

Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah
Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat,
Nusa Tenggara Timur;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2006 tentang Kecamatan.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Provinsi, Kabupaten/Kota.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Menteri Dalam Negeti Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Peraturan Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa.

. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegasian
Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

Persyaratan Pelayanan

10. Perkades Penjabaran APBDes;

11. Perdes Dana Cadangan;

12. Perdes Pembentukan BUMDes;

13. Perdes Penyertaan Modal;

14. Hasil uji kelayakan untuk penyertaan modal;

15. Laporan pertanggungjawaban BUMDes tahun sebelumnya;
16. RAB APBDes.

3000 OV h B N

SK Tim Evaluasi;

Jadwal Evaluasi;

Perdes APBDes;

Surat Pengantar;

Berita Acara Kesepakatan BPD dengan Pemdes;

Perdes RKPDes;

Perdes Laporan Realisasi Pertanggunjawaban APBDes tahun sebelumnya;
Perdes Kewenangan Desa;

Perdes SOTK;

Sistem, Mekanisme
dan Prosedur

Pembuatan SK Tim Evaluasi;

Pembuatan Jadwal Evaluasi;

Pelaksanaan evaluasi APBDes/ Perubahan APBDes;
Penyerahan hasil evaluasi APBDes/ Perubahan APBDes.

Jangka Waktu

Penyelesaian

60 menit
ditinggal, dan apabila telah ditandatangani akan dihubungi oleh petugas via telepon (dengan catatan
Pemohon meninggalkan nomor telepon).

(bila Pimpinan ada di tempat), apabila Pimpinanm dinas luar, maka berkas dapat

Biaya/Tarif

Tidak ada.

Produk Layanan

Evaluasi RAPBDes Murni/ RAPBDe¢s Perubahan

Sarana Prasarana atau
Fasilitas

Komputer/Laptop, Printer, ATK, Stempel dan Buku Register.

Kompetensi Pelaksana

Menguasai administrasi dan prosedur Evaluasi APBDes/ Perubahan APBDes;
Menguasai Undang-Undang tentang Desa dan Tata Naskah.
Mampu mengoperasikan Komputer dan mencari alternative pemecahan masalah.

Pengawasan Internal

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
Sekcam
Camat.

10

Penanganan
Pengaduan, sasaran dan
Masukan

N e TSR

._Telepon dan SMS Pengaduan : 083824355514

Kotak pengaduan
Website Kecamatan Batukliang (kec-batukliang.lomboktengahkab.go.id)

11

Jumlah Pelaksana

Orang

12

Jaminan Pelayanan

Sesuai Standar Pelayanan

13

Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

Sesuai Maklumat Pelayanan

14

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Setiap Tahun

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

38. STANDAR PELAYANAN
EVALUASI LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBDes

No. Komponen Uraian Ket.

1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah
Tingkat IT dalam Wilayah Daerah-Dacrah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat,
Nusa Tenggara Timur;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Undang-Undang Nomor 3 Tabun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2006 tentang Kecamatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-

1 T - Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Desa.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Provinsi, Kabupaten/Kota.

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Peraturan Desa.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa.

10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tabun 2019 tentang Pendelegasian
Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

o

bl

SK Tim Monitoring dan Evaluasi;
, | Persyaratan Jadwal Monitoring dan Evaluasi;
- Pelayanan Laporan hasil monev oleh BPD dan Pemdes;

Dokumen laporan pertanggunjawaban pelaksanaan APBDes per sumber dana..
Pembuatan SK Tim Monitoring dan Evaluasi;

Pembuatan Jadwal Monitoring dan Evaluasi;

Permintaan laporan hasil monev oleh BPD dan Pemdes;

3 Sistem, Mekanisme Pemeriksaan dokumen laporan pertanggunjawaban pelaksanaan APBDes per sumber
dan Prosedur dana;

5. Pengecekan fisik kegiatan APBDes;

6. Pembuatan laporan hasil monev;

7. Penyerahan laporan hasil monev pelaksanaan pengendalian APBDes setiap tahapan.
Jangka Waktu 60 menit (bila Pimpinan ada di tempat), apabila Pimpinanm dinas luar, maka berkas

Eal el S Bl Pl

4 Penvelesai dapat ditinggal, dan apabila telah ditandatangani akan dihubungi oleh petugas via
enyelesaian telepon (dengan catatan Pemohon meninggalkan nomor telepon).
5 | Biaya/Tarif Tidak ada.
6 Produk Layanan Evaluasi Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBDes
Sarana  Prasarana . s
7 | atau Fasilitas Komputer/Laptop, Printer, ATK, Stempel dan Buku Register.

. 1. Menguasai administrasi dan prosedur Evaluasi Pengendalian APBDes;
8 g;zg;e;m 2. Menguasai Undang-Undang tentang Desa dan Tata Naskah.
3. Mampu mengoperasikan Komputer dan mencari alternative pemecahan masalah.
1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9 Pengawasan Internal | 2, Sekcam
3. Camat.
Penanganan 1. Kotak pengaduan
10 | Pengaduan, sasaran | 2. Website Kecamatan Batukliang (kec-batukliang.lomboktengahkab.go.id)
dan Masukan 3. Telepon dan SMS Pengaduan : 083824355514

11 | Jumlah Pelaksana 5 Orang

12 | Jaminan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan
Jaminan Keamanan
13 | dan Keselamatan | Sesuai Maklumat Pelayanan
Pelayanan

14 EZ;III:::;a e Setiap Tahun

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

39. STANDAR PELAYANAN
MONEV TERPADU PELAKSANAAN APBDes

No, Komponen Uraian Ket.
1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah
Tingkat I dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat T Bali, Nusa Tenggara Barat,
Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubaban Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2006 tentang Kecamatan.
5. Pergturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-
= g Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Desa.
' Hhies B 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tabun 2011 tentang Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Provinsi, Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Peraturan Desa.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa.
10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegasian
Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.
1. SK Tim Monitoring dan Evaluasi;
% Persyaratan 2. Jadwal Monitoring dan Evaluasi,
B Pelayanan 3. Laporan hasil monev oleh BPD dan Pemdes;
4. Dokumen laporan pertanggunjawaban pelaksanaan APBDes per sumber dana.
1. Pembuatan SK Tim Monitoring dan Evaluasi;
2. Pembuatan Jadwal Monitoring dan Evaluasi;
3. Permintaan laporan hasil monev oleh BPD dan Pemdes;
| Sistem, Meckanisme | 4. Pemeriksaan dokumen laporan pertanggunjawaban pelaksanaan APBDes per sumber
dan Prosedur dana;
5. Pengecekan fisik kegiatan APBDes;
6. Pembuatan laporan hasil monev;
7. Penyerahan laporan hasil monev pelaksanaan pengendalian APBDes setiap tahapan.
] 60 Menit (bila Pimpinan ada di tempat), apabila Pimpinanm dinas luar, maka berkas
4 Jangka : Waksy dapat ditinggal, dan apabila telah ditandatangani akan dihubungi oleh petugas via
Penyelesaian telepon (dengan catatan Pemohon meninggalkan nomor telepon).
-} Biaya/Tarif Tidak ada.
6 Produk Layanan Hasil Monev Terpadu Pelaksanaan APBDes
Saranfa e Frsu. Komputer/Laptop, Printer, ATK, Stempel dan Buku Register.
atau Fasilitas
. 1. Menguasai administrasi dan prosedur Evaluasi Pelaksanaan APBDes;
8 Kompetensi 2. Menguasai Undang-Undang tentang Desa dan Tata Naskah,
Pelaksana 3. Mampu mengoperasikan Komputer dan mencari alternative pemecahan masalah.
1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9 | Pengawasan Internal | 2. Sekcam
3. Camat,
Penanganan 1. Kotak pengaduan
10 | Pengaduan, sasaran | 2. Website Kecamatan Batukliang (kec-batukliang. lomboktengahkab.go.id)
dan Masukan 3. Telepon dan SMS Pengaduan : 083824355514
11 | Jumlah Pelaksana 5 Orang
12 | Jaminan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan
Jaminan Keamanan
13 | dan  Keselamatan | Sesuai Maklumat Pelayanan
Pelayanan
14 ;‘:f;;l:::m Kinegid Setiap Tahun

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download
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40. STANDAR PELAYANAN
MUSRENBANG KECAMATAN

Komponen

Uraian ket

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan Dacrah-Dacrah Tingkat 11 dalam
Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerimahan Dacrah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomeor
6 Tahun 2014 tentang Desa.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2006 tentang Kecamatan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Updang-Undang
Nomor 8 Tahun 2014 tentang Desa.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur
di Lingkungan Provinsi, Kabupaten/Kota.

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi
Pemerintahan.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan
Desa.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian
Kewenangan Bupati Kepada Camat.

Persyaratan Pelayanan

SK Tim Panitia Musrenbang Kecamatan;

Jadwal pra-musrenbang/Musrenbang Kecamatan;
DU-RKP masing-masing desa;

Surat undangan pra-mustenbang/musrenbang kecamatan;
Tempat/lokasi kegiatan;

Materi yang akan dipaparkan oleh Camat.

Sistem, Meckanisme
dan Prosedur

oy b i N

Rapat koordinasi pelaksaan pra-musrenbang/musrenbang kecamatan yang diikuti olch Camat,
Kasubbag Perencanaan/Operator Kecamatan;

Penyusunan SK Tim Panitia Musrenbang Kecamatan;

Pembuatan Jadwal pra-musrenbang/Musrenbang Kecamatan;

Permintaan DU-RKP masing-masing desa;

Penginputan DU-RKP  masing-masing  desa oleh Operator SIPD/ Kasubbag
Perencanaan/Operator masing-masing desa;

Pembuatan surat undangan pra-musrenbang/musrenbang kecamatan;

Penyiapan tempat/lokasi kegiatan oleh Panitia Kecamatan;

Penyiapan materi yang akan dipaparkan oleh Camat;

. Pelaksanaan pra-musrenbang/musrenbang kecamatan;

10. Penghimpunan kegiatan prioritas masing-masing bidang;

11. Penentuan delegasi kecamatan menuju ke musrenbang kabupaten;

12. Penyusunan dan  penyerahan laporan hasil musrenbang kecamaztan kepada
BAPPERIDA ngambilan Hasil Evaluasi Pelaksanaan APBDes oleh Pemohon.

DN

\© 90 2 o8

Jangka Waktu
Penyelesaian

3-10 Hari (bila Pimpinan ada di tempat), apabila Pimpinanm dinas luar, maka berkas dapat
ditinggal, dan apabila telah ditandatangani akan dihubungi oleh petugas via telepon (dengan catatan
Pemohon meninggalkan nomor telepon).

Biaya/Tarif

Tidak ada

Produk Layanan

Musrenbang. Kecamatan

Sarana Prasarana atau
Fasilitas

Komputer/Laptop, Printer, ATK, Stempel dan Buku Register.

Kompetensi Pelaksana

Menguasai administrasi dan prosedur Pelaksanaan Pra-Musrenbang/Musrenbang Kecamatan;
Menguasai Undang-Undang tentang Desa dan Tata Naskah;
Mampu mengoperasikan Komputer dan mencari alternative pemecahan masalah.

Pengawasan Internal

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan;
Sekcam;

badt 1o ol boal

10

Penanganan
Pengaduan, sasaran dan
Masukan

4, Camat.

1. Kotak pengaduan )
2. Website Kecamatan Batukliang (kec-batukliang,lomboklengahkab.go.xd)
3. Telepon dan SMS Pengaduan : 083824355514

11

Jumlah Pelaksana

5 Orang

12

Jaminan Pelayanan

Sesuai Standar Pelayanan

13

Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

Sesuai Maklumat Pelayanan

14

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Setiap Tahun

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download
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41. STANDAR PELAYANAN'
MUSDES/ MUSRENBANGDes

No, Komponen Uraian Ket.
1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukzn Daerzh-Dzerah
Tingkat 11 dalam Wilayah Dacrah-Daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Bara,
Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana |
telah diobah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubzhan |
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. {
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubzhan Kedua Atas Undang- |
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2006 tentang Kecamatan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-
| Wasas bl Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Desa.
) 6. Pernturan Menteri Dalum Negeri Nomor 52 Tahun 20)1 tentang Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Provinsi, Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan,
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Peraturan Desa. !
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa.
10. Peraturan Bupati L.ombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegasian
Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.
Persyaratan 1. SK Tim Fasilitator Musdes/ Musrenbangdes RKPDes;
2 Pelx‘lymmn 2. Jadwal Musdes/ Musrenbangdes RKPDes;
3. RKPDes.
Sisten. Mekenisme 1. Penyusunan SK Tim Fasilitator Musdes/ Musrenbangdes RKPDes;
3 du}\ Pr(;s " : 2. Pembuatan Jadwal Musdes/ Musrenbangdes RKPDes;
3. Fasilitasi Musdes/ Musrenbangdes RKPDes.
Tanghs Waktu 3-10 Ua'n_ (bila Pimpinan flda di tcmpat), apablla'Pimpinanm dinas luar, maka berkas
4 Penyelesaian dapat ditinggal, dan apabila telah ditandatangani akan dihubungi oleh petugas via
T telepon (dengan catatan Pemohon meninggalkan nomor telepon).
5 Biaya/Tarif Tidak ada.
6 Produk Layanan Berita Acara Musdes/ Musrenbangdes
7 :&iﬂ‘;m ‘;;msarana Komputer/Laptop, Printer, ATK, Stempel dan Buku Register.
1. Menguasai administrasi dan prosedur Pelaksanaan Pra-Musrenbang/Musrenbang
8 Kompetensi Kecamatan;
Pclaksana 2. Menguasai Undang-Undang tentang Desa dan Tata Naskah;
3. Mampu mengoperasikan Komputer dan mencari alternative pemecahan masalah.
1. Kepala Scksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
2. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan;
9 Pengawasan Internal 3. Sekeam;
4. Camat,
Penanganan 1. Kotak pengaduan
10 | Pengaduan, sasaran | 2, Website Kecamatan Batukliang (kec-batukliang.Jomboktengahkab.go.id)
dan Masukan 3. Telepon dan SMS Pengaduan : 083824355514
11 | Jumlah Pelaksana 5 Orang
12 | Jaminan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan
Jaminan Keamanan
13 | dan  Keselamatan | Sesuai Maklumat Pelayanan
Pelayanan
14 Ilsz;lalllcl:s;a kiottjo Setiap Tahun

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

KECAMATAN BATUKLIANG

Alamat : Jalan llang Cakre/Raden Guru, Kode Pos 83552

MAKLUMAT PELAYANAN

“ DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN
PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
YANG TELAH DITETAPKAN, DAN APABILA TIDAK SESUAL
MAKA KAMI BERSEDIA MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU *

EArgSudlynan,
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